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MOTTO 
 
 َت َلََو اَهْعِبَّتَاف ِرْمَْلْا َنِم ٍةَعِيرَش ٰىَلَع َكاَنْلَعَج َّمثُ ْهَأ ْعِبَّت َلَ َنيِِ ََّّا ََ اَوَ َنوَ ممَلْع َي  
 
“Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari 
urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 
nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” 
(QS.Al-Jatsiyah:18) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa S Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
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ذ Zal Z Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Sad Ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض Dad D De (dengan titik di 
bawah) 
ط Ta Ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Za Ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
ix 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Contoh 
  َ Fathah A  َبَتَك 
  َ Kasrah  I  َِمرَك 
  َ Dhammah U  َرِكمذ 
 
  Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1 بتك Kataba 
2 ركذ Żukira 
3 بهِي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda  dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 
 
x 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 فيك Kaifa 
2 لوَح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
     Harakat dan             
Huruf 
  Nama      Huruf dan 
Tanda 
       Nama 
ي...أ      Fathah dan alif 
     Atau ya 
      Ā       a dan garis di 
atas 
ي...أ      Kasrah dan ya       Ī       i dan garis di atas 
و...أ      Dammah dan wau       Ū      u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لاق Qāla 
2 ليق Qīla 
3 لوَقي Yaqūlu 
4 يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
xi 
 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan. 
 
     Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لافطلْا ةضور Rauḍah al-aṭfāl 
2 ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 اّنبر Rabbana 
2 لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
xii 
 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
 Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لجّرَّا Ar-rajulu 
2 للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لكأ Akala 
2 نوِخأت Taꞌkhuzūna 
3 ؤنَّا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
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 Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لوَسرلَإ دحمم ام و Wa mā Muḥammadun il lā 
rasūl 
2 ينلماعَّا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil 
ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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ABSTRAK 
 Riyanda Fa’lu Putri Nur Hidayat, NIM 152111286 “IMPLEMENTASI 
AKAD ISTIS}NA>’ DALAM BISNIS PROPERTI MENURUT FATWA DSN-
MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI ISTIS}NA>’ (Di Green 
Andalusia Residence Solo Baru)”. 
 Manusia senantiasa berusaha untuk dapat memperbaiki tingkat hidupnya 
atau tingkat kesejahteraannya dengan berbagai kegiatan usaha, sesuai dengan 
bakat, keahlian serta kemampuan masing-masing. Kebutuhan manusia sangat 
beragam, terkadang kebutuhan itu sifatnya unik dan tidak ditemukan di pasaran. 
Misalnya, seseorang ingin memiliki rumah yang berbeda dengan tipe rumah 
kebanyakan, maka ia akan datang kepada seorang arsitek untuk men-design 
rumah, dan selanjutnya meminta kepada kontraktor untuk membangunkan rumah 
tersebut. Rumah merupakan salah satu aset yang mungkin paling mahal yang 
dapat dimiliki oleh seorang manusia selama hidupnya. Hal ini dimanfaatkan oleh 
salah satu perumahan Green Andalusia Residence Solo Baru dengan 
menggunakan produk pembiayaan Istis}na>’ yaitu transaksi jual beli dengan 
pesanan.  
Tujuan dari penulis ini untuk mengetahui implementasi akad Istis}na>’ 
dalam bisnis properti menurut fatwa DSN-MUI NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 
tentang jual beli Istis}na>’ di Green Andalusia Residence Solo Baru. Jenis penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (Field 
Research) dengan menggunakan analisis dari Lexy J. Moleong. Sumber data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Lokasi dan waktu penelitian. 
Metode yang digunakan adalah metode wawancara, dokumentasi dan observasi. 
Teknik analisa data dalam pembahasan ini adalah analisa data deskriptif-kualitatif 
dengan menggunakan penalaran deduktif. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Akad Istis}na>’ yang terdapat di 
Green Andalusia Residence pada umumnya tidak memiliki kesamaan seperti 
perusahaan properti lainnya yang biasanya kebanyakan menggunakan akad 
murabahah. Dimana akad murabahah itu sudah jelas barang yang diperjual 
belikan itu nampak wujudnya, berbeda dengan penggunaan akad Istis}na>’ dimana 
seorang pembeli harus memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan dengan 
membayar uang muka tanpa melihat jelas seperti apa wujud barangnya. Dan 
terdapat pula perbedaan dalam praktik akad tersebut dimana nominal harga unit 
tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. 
 
Kata Kunci: Akad Istis}na’, Fatwa DSN-MUI NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang Jual Beli Istis}na’, Green Andalusia Residence Solo Baru. 
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ABSTRACT 
 Riyanda Fa’lu Putri Nur Hidayat, NIM. 152111286;  
“IMPLEMENTATION OF AKAD ISTIS}NA>’ IN PROPERTY BUSINESS 
ACCORDING TO FATWA DSN-MUI NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 ON buying 
and SELLING ISTIS}NA>’ (at Green Andalusia Residence Solo Baru)”. 
 People always strive to be able to improve their level of life or level of 
prosperity with various business activities, according to their talents, skills and 
abilities. Human needs are very diverse, sometimes the need is unique and not 
found in the market. For example, someone wants to have a house that is different 
from most types of houses, then he will come to an architect to design the house, 
and then ask the contractor to develop the house. Home is one of the most 
expensive assets that a human can have for a lifetime. This is utilized by one of 
the housing of Green Andalusia Residence Solo Baru by using the product 
financing Istis}na>’ i.e. buy and sell transactions with orders.  
 The purpose of this author is to know the implementation of Akad Istis}na>’ 
in property business according to Fatwa DSN-MUI NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 
about buying and selling Istis}na>’ in the new Green Andalusia Residence Solo. The 
type of research used in this study is a qualitative research field (Field Research) 
using the analysis of Lexy J. Moleong. The data source used is primary data and 
secondary data. Location and time of research. The methods used are interview 
methods, documentation and observations. The data analysis technique in this 
discussion is a descriptive-qualitative data analysis using deductive reasoning. 
The results of this study show that Akad Istis}na>’ found in Green Andalusia 
Residence generally has no similarities like other property companies which 
usually mostly use Murabahah contract. Where the Murabahah contract is clearly 
traded goods it looks a form, unlike the use of Akad Istis}na>’ where a buyer must 
first order the desired goods by paying the down payment without seeing clearly 
as What the goods exist. And there are also differences in the contractual practices 
where the nominal unit price does not match the specified price. 
Key words: Akad Istis}na’, Fatwa DSN-MUI NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 on buying 
and selling Istis}na’ Green Andalusia Residence Solo New. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 
       Ijtihad sebagai sumber Hukum Islam ketiga memberi peluang untuk 
berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala permasalahan 
di era globalisasi ini. Berbagai jenis transaksi telah muncul dan menyebar ke 
seluruh penjuru dunia, termasuk ke negeri kita Indonesia. Banyak jenis 
transaksi baru yang ditawarkan yang juga menjanjikan keuntungan yang 
berlipat ganda. Di samping itu, terdapat pula ketentuan-ketentuan hukum yang 
dikeluarkan oleh otoritas pemerintah untuk menerbitkan kegiatan-kegiatan 
bisnis modern tersebut secara konvensional. Di sisi lain, untuk melindungi 
masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perlu dikaji kejelasan 
hukum dari transaksi tersebut dipandang dari sudut hukum Islam. Oleh karena 
itu, akan ditinjau lebih lanjut jenis transaksi di zaman modern ini.1 
       Dalam persaingan yang sangat ketat ini, wirausahawan harus mampu 
mempertahankan, bahkan meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk 
atau jasanya. Untuk memelihara kesetiaan konsumen, tentu saja dilakukan 
dengan memberi kepuasan kepada mereka melalui nilai lebih yang diterimanya 
dibandingkan dengan uang yang dia keluarkan untuk memperoleh suatu 
barang.2 Dalam Islam, istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan 
                                                          
       1 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005), 
hlm. 181.  
 
       2 Nana Herdiana Abdurrahman, Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2013), hlm. 239. 
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yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah 
syariah itu sendiri. Pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa 
makna, diantaranya berarti jalan yang harus diikuti.3 Istilah syariah mempunyai 
akar yang kuat di dalam Al-Qur’an seperti penjelasan firman Allah:4 
 َت َلََو اَهْعِبَّتَاف ِرْمَْلْا َنِم ٍةَعِيرَش ٰىَلَع َكاَنْلَعَج َّمثُ ْهَأ ْعِبَّت َلَ َنيِِ ََّّا ََ اَوَ َنوَ ممَلْع َي   
     
 “Kemudian kami jadikan kamu berada diatas suatu syariat (peraturan) dari 
urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 
nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”(QS. Al-jas|iyah:18). 
 
       Keterikatan pelaku bisnis pada ketentuan (hukum) syariat yang berlaku, 
akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan, sehingga 
mampu membedakan diantara halal dan haram. Karena itu, pengembangan 
Hukum Bisnis Syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk 
memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku 
bisnis, juga untuk mencari keridhaan illahi.5 Bisnis adalah suatu kata yang 
sangat populer dalam kehidupan sehari-hari. Tiap hari jutaan umat melakukan 
kegiatan bisnis baik sebagai produsen, perantara maupun sebagai konsumen. 
Kaum produsen dan orang-orang lain yang bergerak dalam kegiatan bisnis 
berhasil membuat keuntungan dan memperbesar nilai bisnisnya yang makin 
lama makin meningkat dalam zaman modern sekarang ini dunia bisnis semakin 
                                                          
       3 Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), hlm. 2-3. 
 
       4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), hlm. 
35. 
 
       5 Ibid.. hlm. 3. 
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kompleks, dan membutuhkan banyak waktu bagi mereka yang ingin 
mempelajarinya serta mempraktekkan sampai berhasil.6 
       Metode dan konsep bisnis dan manajemen yang menyeluruh dan lengkap 
berdasarkan syariah ini seyogianya diimplementasikan dengan usaha-usaha 
yang kaffah (menyeluruh atau komprehensif) dan ihsan (profesional dan 
bijaksana). Implementasi harus dimulai dengan memberikan pemahaman 
kepada seluruh pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung 
dengan lembaga bisnis syariah tersebut terhadap paradigma yang islami dan 
posisinya dalam tatanan masyarakat yang ada. Hal ini diperlukan agar tidak 
terjadi benturan-benturan, mis-persepsi, salah pengertian atau friksi-friksi yang 
tidak perlu terjadi di antara para pihak terkait. Maka seyogianya implementasi 
tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang bijaksana dengan berpegang 
pada ayat-ayat Al-Qur’an dan Al-Hadis|.7 
       Didalam kehidupan ekonomi pada umumnya, manusia senantiasa berusaha 
untuk dapat memperbaiki tingkat hidupnya atau tingkat kesejahteraannya 
dengan berbagai kegiatan usaha, sesuai dengan bakat, keahlian serta 
kemampuan masing-masing. Dalam rangka usaha manusia untuk dapat 
meningkatkan taraf hidupnya, telah dihadapkan pada kenyataan adanya 
sumber-sumber faktor produksi yang terbatas tersedianya dalam masyarakat, 
seperti modal, sumber alam, tanah, keahlian dan sebagainya, yang kesemuanya 
ini merupakan input dalam usaha manusia untuk mencapai tujuan tersebut. 
Menghadapi kenyataan ini, maka sebelum keputusan diambil terlebih dahulu 
                                                          
       6 Buchari Alma, Ajaran Islam Dalam Bisnis, (Bandung: CV Alfabeta, 1993), hlm. 17. 
 
       7 Riyanto Sofyan, Bisnis Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 116-117. 
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harus direncanakan dengan matang kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian 
diadakan perhitungan-perhitungan pendahuluan.8 Tidak menaikkan nilai 
anggaran dari nilai yang sebenarnya. Biasanya hal tersebut terjadi dalam 
proyek dengan cara menggelembungkan besarnya dana proyek seperti 
memasukkan pos-pos pembelian.9  
       Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku 
manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan-
kegunaan alternatif berdasarkan hukum Islam. Adapun studi ilmu ekonomi 
syariah adalah suatu studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai 
kesejahteraan dan mendistribusikannya berdasarkan hukum Islam. 
Kesejahteraan dimaksud adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan 
harga, mencakup harta kekayaan, dan jasa yang diproduksi dan dialihkan, baik 
dalam bentuk menjual dan dibeli oleh para pebisnis, maupun dalam bentuk 
transaksi lainnya yang sesuai ekonomi syariah.10 
       Kebutuhan manusia sangat beragam, terkadang kebutuhan itu sifatnya unik 
dan tidak ditemukan di pasaran. Misalnya, seseorang ingin memiliki rumah 
yang berbeda dengan tipe rumah kebanyakan, maka ia akan datang kepada 
seorang arsitek untuk men-design rumah, dan selanjutnya meminta kepada 
kontraktor untuk membangunkan rumah tersebut. Dalam bidang usaha properti, 
hal ini sering ditemukan. Kebutuhan ini sudah dibaca oleh pihak perbankan, 
                                                          
       8 Zulkarnain Djamin, Perencanaan dan Analisa Proyek, (Jakarta: Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia, 1984), hlm. 1. 
 
       9 Agus Arwani, “Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Berbasis 
Akuntansi Syariah”, Jurnal Al-Ahkam, (Pekalongan) Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm. 116. 
 
       10 Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1-2. 
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mereka menawarkan produk bagi mereka yang ingin memiliki rumah, baik 
rumah seperti tipe yang sudah umum ataupun membangun rumah dengan 
spesifikasi tertentu. Jika kita lihat praktik yang ada, jual beli dengan cara 
pemesanan ini identik dengan jual beli Istis}na>’.11  
       Rumah merupakan salah satu aset yang mungkin paling mahal yang dapat 
dimiliki oleh seorang manusia selama hidupnya. Di saat ekonomi yang kurang 
bergairah, kenaikan harga rumah dan tanah tersebut tidak selalu diiringi dengan 
kenaikan pendapatan sehingga semakin banyak masyarakat yang kesulitan 
untuk memiliki rumah.12 Hampir setiap keluarga memerlukan pembiayaan 
rumah dan sebagian besar keluarga di Indonesia muslim yang tentunya ingin 
tetap istiqamah dalam memiliki rumah yang sesuai dengan syariah.13 
       Produk pembiayaan ini diantaranya adalah pembiayaan jual beli Istis}na>’ 
yaitu transaksi jual beli dengan pesanan, dimana pihak pembeli memesan suatu 
barang kepada pihak penjual untuk dibuatkan baginya dan mengenai 
pembayarannya dapat dilakukan dimuka sekaligus, bertahap sesuai dengan 
progess pengerjaan, atau malah dicicil dalam jangka panjang, semua dapat 
diatur sesuai dengan perjanjian.14 Kontrak Istis}na>’ biasanya dipraktikkan pada 
                                                          
       11 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 
hlm. 136. 
 
       12 Egi Ervian Firmansyah dan Deru R Indika, “Kredit Pemilikan Rumah Syariah Tanpa Bank”, 
Jurnal Manajemen Teori Dan Penerapan, (Jawa Barat) Vol. 10 Nomor 3, 2017, hlm. 224. 
 
       13 Erdi Marduwira, “Akad Istis}na’ Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri 
(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere)”, Skripsi, Jurusan 
Muamalat UIN Jakarta, Jakarta, 2010, hlm. 3. 
 
       14 Erdi Marduwira, “Akad Istis}na>’ Dalam Pembiayaan Rumah Pada Bank Syariah Mandiri 
(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere)”, Skripsi, Jurusan 
Muamalat UIN Jakarta, Jakarta, 2010, hlm. 3. 
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perbankan dalam proyek konstruksi, di mana nasabah memerlukan biaya untuk 
membangun suatu konstruksi. Maka kontrak Istis}na>’ selesai ketika barang atau 
bangunan itu selesai dibuat.15 Salah satunya penggunaan akad Istis}na>’  yaitu di 
Green Andalusia Residence Solo Baru. 
       Green Andalusia Residence Solo Baru adalah perusahaan properti yang 
menaungi perumahan griya Islami dengan hunian yang benar-benar 100% 
murni syariah, lingkungan yang Islami, tetangga yang berkualitas, hunian 
dengan program kajian rutin di masjid untuk para penghuninya, serta di 
dalamnya terdapat program rumah tahfidz (penghafal al-Qur’an). Alasan Green 
Andalusia Residence Solo Baru syariah yaitu tanpa bank, tanpa bunga, tanpa 
riba, tanpa denda, tanpa sita dan tanpa akad bathil. Jadi Green Andalusia 
Residence Solo Baru disini menggunakan akad Istis}na>’ yang hanya terjadi 
pada barang manufaktur yaitu rumah, yang di dalam akad tersebut terdapat 
harga, hak dan kewajiban antara penjual ataupun pembeli, mekanisme, serta 
spesifikasi rumah. Lokasi yang sangat mudah dijangkau dan strategis dekat 
dengan jalan raya yang beralamat di Jl. Temulus Pd. 1 Pondok, Grogol, 
Sukoharjo.16 
       Green Andalusia Residence Solo Baru berdiri pada bulan Juli 2018 dengan 
developer yang berjumlah 12 orang, dengan tujuan menghadirkan properti 
berbasis syariah di kota Solo Raya. Banyak developer yang mendirikan 
perumahan griya Islami, bahkan hampir disetiap kota sudah ada. Namun 
                                                          
       15 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 
hlm. 137. 
 
       16 Didik Setyanto, Pimpinan Progres Green Andalusia Residence Solo Baru, Wawancara 
Pribadi, 13 Oktober 2018, jam 10.00-12.00 WIB. 
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kebanyakan menggunakan akad murabahah dimana developer menjual barang 
yang sudah jadi dan ingin menjual cepat perumahan tersebut tanpa menungggu 
lama. Tidak seperti halnya dengan penggunaan akad Istis}na>’ dimana pembeli 
harus memesan terlebih dahulu dengan uang muka yang harus dibayarkan dan 
pembeli juga harus menunggu dengan jangka waktu 6 bulan atau bahkan 
maksimal 24 bulan baru bisa menempati rumah tersebut. 
       Berdasarkan uraian di atas peneliti bertujuan untuk menyusun penelitian 
tentang implementasi akad istishna’ di Green Andalusia Residence Solo Baru 
dengan judul “Implementasi Akad Istis}na>’ Dalam Bisnis Properti Di Green 
Andalusia Residence Solo Baru Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO. 
06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istis}na>’”. 
B. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian 
dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 
1. Bagaimana implementasi akad Istis}na>’ dalam bisnis properti di Green 
Andalusia Residence Solo Baru? 
2. Bagaimana implementasi akad Istis}na>’ dalam bisnis properti di Green 
Andalusia Residence Solo Baru ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 
06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istis}na>’?  
C. Tujuan Penelitian 
 
       Merujuk pada rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 
melalui penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui implementasi akad Istis}na>’ dalam bisnis properti di Green 
Andalusia Residence Solo Baru. 
2. Untuk mengetahui implementasi akad Istis}na>’ dalam bisnis properti di Green 
Andalusia Residence Solo Baru berdasarkan fatwa DSN MUI No. 06/DSN-
MUI/IV/2000 tentang jual beli Istis}na>’. 
D. Manfaat Penelitian 
 
       Hasil penelitian terhadap implementasi akad Istis}na>’ dalam bisnis properti 
di Green Andalusia Residence Solo Baru ini diharapkan bisa memberikan 
manfaat, antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
       Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
wacana untuk memperoleh wawasan dan pemikiran terhadap keberadaan 
properti Syariah di Green Andalusia Residence Solo Baru, serta menambah 
khasanah ilmu pengetahuan pada jurusan Syariah IAIN Surakarta terutama 
pada bidang Muamalah. 
2. Manfaat Praktis 
       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai 
pedoman bagi pelaku bisnis properti Syariah agar lebih dapat memahami 
dan sesuai dengan syariat Islam. 
D. Kerangka Teori 
 
       Bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa 
yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Dengannya para pelaku bisnis 
dapat menentukan dan dan menyediakan keinginan dan kebutuhan orang lain 
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(konsumen) serta selalu berusaha agar konsumen memperoleh kepuasan 
dengan barang dan jasa yang disediakan tersebut. Bisnis dalam Kamus Bahasa 
Indonesia diartikan sebagai usaha komersil di dunia perdagangan dan bidang 
usaha. Dalam pengertian yang lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua 
aktivitas produksi perdagangan barang dan jasa. Bisnis merupakan sejumlah 
total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, 
komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang 
membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Istilah bisnis pada 
umumnya ditekankan pada tiga hal yaitu usaha perorangan misalnya industri 
rumah tangga, usaha perusahaan besar seperti PT, CV, maupun badan hukum 
koperasi, dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu negara.17 
       Dilihat dari satu sisi jual beli pesanan (al-Istis}na>’) itu terdapat unsur tolong 
menolong. Namun banyak hal yang sering terjadi sengketa antara pihak 
pembeli dan penjual. Pihak penjual memperhitungkan kerugian yang dihadapi 
kerena valuta (masa tenggang pembayaran) cicilan akan bertambah, dan 
sebagai akibat dari penunggakan pembayaran pihak pembeli merasa terdesak 
dan mengalami kesulitan, sehingga cicilannya tidak dapat dipenuhi dalam 
beberapa bulan. Seumpama, yang berakibat akan dapat dikenakan berbagai 
persyaratan baru untuk mengadakan persetujuan jual beli pesanan (al-Istis}na>’) 
dan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi maka akhirnya barang 
akan ditarik kembali oleh penjual tanpa adanya ganti rugi. Akan tetapi, pada 
kenyataannya sekarang ini ada seorang penjual memberikan keringanan tanpa 
                                                          
       17 Idri, Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi, (Depok: Kencana, 2017), hlm.  325. 
10 
 
mengambil kembali barangnya dengan cara memberikan perpanjangan waktu 
untuk membayarnya sampai pembeli dapat melunasinya.18 
       Istis}na>’ berarti minta dibuatkan atau dipesan. Akad yang mengandung 
tuntutan agar tukang atau ahli (s}ani) membuatkan suatu pesanan dengan ciri-
ciri khusus. Dengan demikian, Istis}na>’ adalah jual beli antara pemesan dan 
penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati diawal, 
sedangkan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Untuk 
keadaan sekarang, Istis}na>’ dapat diterapkan dengan melakukan pemesanan 
barang dari pabrik, baik dalam skala besar maupun kecil. Dengan demikian, 
dalam Istis}na>’ bahan dan tenaga dari produsen, sedangkan konsumen hanya 
memesan sesuai dengan kehendaknya. Rukun Istis}na>’ ada 4 (empat), yaitu 
pemesan (mus|as}ni’), penjual atau pembuat (s}ani), barang (mas}nu’), dan 
pernyataan kesepakatan (s}igh}at ijab qabul). Ulama fiqh menyatakan bahwa 
karena dasar hukum Istis}na>’ ini diperselisihkan oleh para ulama, maka dalam 
praktiknya transaksi Istis}na>’ ini perlu dijalankan dengan ketat yang memenuhi 
syarat sebagai berikut:19 
1. Kriteria objek akad harus jelas 
       Kejelasan kriteria ini sangat penting untuk menghilangkan unsur al-
jahalah (sulit diidentifikasi) yang dapat menjadikan akad ini batal. 
 
                                                          
       18 Ajeriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pesanan Al-Istis}na>’ Di 
Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Talamate Kota Makassar”, Skripsi, Jurusan 
Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2012, hlm. 3. 
 
       19 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 142-145. 
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2. Objeknya itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
       Objek akad ini merupakan sesuatu yang telah biasa dilakukan 
masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya seperti 
pesan sepatu, peralatan untuk hewan tunggangan, peralatan dapur, dan 
lainnya. Oleh sebab itu, menurut Ahmad al Hajj al-Kurdi, ahli fiqh 
kontemporer dan Suriah, jenis barang menjadi objek akad Istis}na>’ bisa 
berkembang sesuai kebutuhan masyarakat banyak. 
3. Jangka waktu pesanan harus jelas 
       Akad ini tidak mempunyai tenggang waktu pesanan, karena apabila 
akad ini dibatasi dengan tenggang waktu tertentu, menurut Imam Abu 
Hanifah, akad ini berubah menjadi akad salam dan berlakulah bagi akad 
ini seluruh syarat jual beli salam. Oleh sebab itu, menurutnya penentuan 
tenggang waktu akan merusak akad Istis}na>’ tersebut. Akan tetapi, Imam 
Abu Yusuf dan Muhammad Abu Hasan Asy-Syaibani, keduanya sahabat 
Abu Hanifah, menyatakan bahwa syarat tenggang waktu ini boleh saja 
disepakati kedua belah pihak, sebagaimana juga boleh akad itu tanpa 
tenggang waktu. Menurut Jumhur ulama tenggang waktu dalam akad 
Istis}na>’ harus jelas, akad Istis}na>’ sama dengan ba’ al-salam. 
Menurut pendapat Imam Syafii Antonio Rukun Istis}na>’ adalah sebagai 
berikut:20 
1. Al-Mus|as}ni’ (pembeli atau pemesan) 
                                                          
       20 Enny Puji Lestari, “Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istis}na>’ Pada Bank Umum Syariah”, 
Jurnal Portal Garuda Hukum Ekonomi Syariah STAIN Jurai Siwo Lampung, (Lampung), Vol. 2 
Nomor. 1, 2004. 
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a. Hendaknya menentukan jenis, bentuk dan sifat yang dipesan. 
b. Tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 
c. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, 
pemesan memiliki hak pemilih untuk melanjutkan atau membatalkan 
akad. 
2. As-S}ani’ (penjual) 
a. Boleh menjual barang yang dibuat oleh orang lain yang mempunyai 
kualitas dan kuantitas yang dikehendaki oleh pemesan. Tidak boleh 
menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai dengan 
kesepakatan barang yang dipesan. 
3. Al-Mas}nu’ (barang yang dijual) 
a. Harus jelas ciri-cirinya. 
b. Barang yang dipesan hendaknya barang yang biasa dijual belikan secara 
pesanan oleh banyak orang. 
c. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 
d. Penyerahannya dilakukan kemudian. 
e. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan 
kesepakatan. 
f. Bahan-bahan untuk membuat barang hendaknya dari pihak penjual. 
4. Harga 
a. Harga barang yang dipesan boleh dibayar semua pada saat akad. 
b. Harga barang yang dipesan boleh dibayar semua pada saat penyerahan 
barang. 
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c. Secara angsuran sesuai dengan kesepakatan. 
d. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. 
5. Sighat atau ucapan ijab kabul 
Akad Istis}na>’ biasanya dipraktikan pada pembiayaan perbankan 
syariah dalam proyek konstruksi, maka hal ini sangat cocok dengan 
kebutuhan nasabah untuk membangun suatu konstruksi salah satunya 
membangun rumah.21 Dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa jual beli 
Istis}na>’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang 
tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Adapun menurut 
MUI dalam fatwa DSN-MUI nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan 
bahwa ada 3 (tiga) ketentuan dibolehkan:22 
1. Ketentuan tentang Pembayaran, dimana alat bayar harus diketahui 
jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, 
pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak 
boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 
2. Ketentuan tentang Barang, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui 
sebagai hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang 
dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus 
ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual 
barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali 
                                                          
       21 Muhammad Rizki Hidayah dkk., “Analisis Implementasi Akad Istis}na>’ Pembiayaan 
Rumah”, Jurnal Ekonomi Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, (Bogor) Vol. 9 Nomor. 1, 2018, 
hlm. 3. 
 
       22 Muhammad Rizki Hidayah dkk., “Analisis Implementasi Akad Istis}na>’ Pembiayaan 
Rumah”, Jurnal Ekonomi Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, (Bogor) Vol. 9 Nomor. 1, 2018, 
hlm. 5. 
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dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dan dalam hal terdapat cacat 
atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak 
hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. 
3. Ketentuan lain yaitu: dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai 
dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam jual 
beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli 
Istis}na>’, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara kedua blah pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah.   
F. Tinjauan Pustaka 
 
       Dalam kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan 
penelitian terdahulu, kajian pustaka juga berguna untuk menghindari adanya 
plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain. Dibawah ini peneliti ajukan 
informasi yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain: 
       Skripsi Ayu Anggraini Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang yang berjudul “Pembelian Tanah Kavling Bisnis Properti Syariah Pada 
PT. Bisnis Properti Syariah Malang”. Hasil penelitian memberikan kesimpulan 
bahwa Proses jual beli yang dilakukan oleh pihak Perseroan Terbatas Bisnis 
Property Syariah menggunakan sistem syariah. Terdapat beberapa proses, yang 
pertama terjadinya pertemuan atau melalui media massa, kedua menentukan 
lokasi, ketiga Nego, keempat terjadinya kesepakatan, kelima pembayaran, dan 
terakhir surat menyurat (Sertifikat Hak Milik). Dari hasil penelitian tersebut 
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maka bisa disimpulkan bahwa proses jual beli yang dilakukan di PT. Bisnis 
Property Syariah benar-benar menggunakan sistem syariah.23 
       Skripsi Ahda Muthahhari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1432 H/2011M 
yang berjudul, “Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia dalam Sektor Properti”. 
Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa terdapat 2 jenis akad didalam 
pembiayaan tersebut yaitu Akad Musyarakah Mutanaqisah yang merupakan 
pembiayaan properti menggunakan konsep kongsi kepemilikan rumah antara 
nasabah dan Bank. Jenis pembiayaan ini dikenal dengan nama Pembiayaan ib 
Hunian kongsi. Kedua, akad murabahah dengan nama produk Pembiayaan ib 
pembelian hunian syariah, artinya bank dapat membeli properti langsung 
kepada developer dengan langsung mentransfer uang pembelian properti 
kepada penjual atau developer. Dari hasil penelitian tersebut maka bisa 
disimpulkan bahwa terdapat 2 jenis akad didalam pembiayaan tersebut yaitu 
Akad Musyarakah Mutanaqisah dan akad murabahah dengan nama produk 
Pembiayaan ib pembelian hunian syariah.24 
       Skripsi Rizki Maha Putra Institut Pertanian Bogor yang berjudul, “Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Rumah dengan Sistem 
Syariah Tanpa Bank”. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa Adapun 
akad yang digunakan dalam skema DPS adalah Istis}na>’ dan bai’ bi dayn wa 
taqsith. Karakteristik responden dalam penelitian ini seluruhnya beragama 
Islam, dengan mayoritas berjenis kelamin laki-laki 73%, sisanya 27% adalah 
                                                          
       23 Ayu Anggraini, “Pembelian Tanah Kavling Bisnis Properti Syariah”, Skripsi, jurusan 
hukum bisnis syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016. 
 
       24 Ahda Muthahhari, “Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia dalam Sektor Properti”, Skrpsi, 
jurusan Muamalat Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1432 H/2011M. 
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perempuan. Selain itu, mayoritas responden berprofresi sebagai karyawan 
swasta 50%, berpendidikan Sarjana 43%, dan memiliki pendapatan antara 
5,000,001 sampai dengan 10,000,000 (60%). Dari hasil penelitian tersebut 
maka bisa disimpulkan bahwa salah satu akad yang digunakan sama dengan 
penulis yaitu menggunakan akad Istis}na>’ dan faktor yang benar-benar 
mempengaruhi keputusan pembelian rumah melalui DPS adalah pengetahuan 
konsumen, skema DPS, lokasi, harga dan dummy profesi. Variabel profesi 
dengan menggunakan dummy menunjukkan terdapat perbedaan keputusan 
pembelian antara karyawan swasta, PNS dan wirausaha.25 
       Skripsi Ajeriyah UIN Alauddin Makassar yang berjudul, “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan atau al-Istis}na>’ Di 
Malengkeri Raya Kelurahan Mangsa Kecamatan Tamalate Kota Makassar”. 
Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa penjual atau orang yang 
menawarkan barang biasanya menjual barang dagangannya dengan cara 
menawarkan barang dagangannya kepada pelanggan dengan kisaran harga 
tidak melebihi batas harga pokok, serta sebelum melakukan transaksi biasanya 
kedua belah pihak melakukan kesepakatan atau akad mengenai besarnya 
patokan harga, waktu pembayaran, batas penyerahan barang dan batas waktu 
pembayaran tanggungannya. Dari hasil penelitian tersebut maka bisa 
disimpulkan bahwa praktik jual beli al-Istis}na>’ yang dilakukan oleh masyarakat 
Malengkeri Raya sudah sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana telah 
                                                          
       25 Rizki Maha Putra, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Rumah 
dengan Sistem Syariah Tanpa Bank”, Skripsi, jurusan Ekonomi Syariah Institut Pertanian Bogor, 
2017. 
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ditetapkan oleh para ulama fuqaha dan syarat-syarat jual beli al-Istis}na>’ yang 
semestinya.26 
       Skripsi Diah Kurnia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul, 
“Jual Beli Rumah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bai’ 
Istis}na>’. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa masih terdapat point-
point yang belum sesuai dengan teori Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
dilihat dari Perumahan De Prima Tunggulwulung Hunian Islami, yang mana 
dalam Pasal 108 ayat (2) pembeli memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau 
membatalkan pesanan apabila terdapat cacat pada barang yang sudah dipesan 
akan tetapi pihak De Prima Tunggulwulung dalam pelaksanaannya tidak 
memberikan hak khiyar kepada pembeli namun menerima complain dan 
nantinya akan diperbaiki sesuai dengan pesanan yang ada dalam kesepakatan. 
Dari hasil penelitian tersebut maka bisa disimpulkan bahwa dalam hal-hal 
lainnya pihak De Prima Tunggulwulung Hunian Islami Malang telah sesuai 
dengan ketentuan pada Pasal 104-108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.27 
Dari beberapa penelitian tentang Properti Syariah yang telah dipaparkan 
diatas, yang membedakan antara penyusun bahas dengan pembahasan skripsi 
sebelumnya adalah dari segi tempat penelitian yang mana belum disebutkan 
bagaimana implementasi akad Istis}na>’ jika ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 
                                                          
       26 Ajeriyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan atau al-Istis}na’ Di 
Malengkeri Raya Kelurahan Mangsa Kecamatan Tamalate Kota Makassar”, Skripsi, jurusan 
Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar, 2012. 
 
       27 Diah Kurnia, “Jual Beli Rumah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang 
Bai’ Istis}na’”, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 
2018. 
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06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istis}na>’. Penyusun lebih memfokuskan 
penelitian ini pada implementasi akad yang digunakan di Green Andalusia 
Residence Solo Baru serta ditinjau dari fatwa DSN MUI No. 06/DSN-
MUI/IV/2000 tentang jual beli Istis}na>’. 
G. Metode Penelitian 
 
1. Jenis Penelitian 
       Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif lapangan (Field 
Research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian 
kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.28 
2. Sumber Data 
       Dalam hal ini sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu: 
a. Sumber Data Primer 
       Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumber pertama29, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan 
dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.30 
Sumber data ini diperoleh dari pimpinan progress di Green Andalusia 
Residence Solo Baru. 
 
 
                                                          
       28 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 
Offset, 2007), hlm. 26. 
 
       29 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2012), hlm. 30. 
 
       30 Zainuddin Ali, Metode Penelitian..., hlm. 106. 
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b. Sumber Data Sekunder 
       Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut 
dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak 
lainnya.31 Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud 
laporan, dan sebagainya.32 Selain itu sumber data sekunder juga dapat 
berkaitan dengan pendapat para ahli hukum dan laporan-laporan hasil 
penelitian. 
3. Lokasi Penelitian 
       Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemasaran Green Andalusia 
Residence Solo Baru Dukuh Temulus RT 01 RW 03 Kelurahan Pondok 
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Waktu penelitian dimulai sejak 
bulan Oktober sampai bulan Juni 2018. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
       Dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data:33 
a. Observasi, teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik 
secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. 
Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan 
pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi 
                                                          
       31 Moleong. Lexy. J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda, 2009), hlm. 14. 
 
       32 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2012), hlm. 30. 
 
       33 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 138-141. 
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antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian 
atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi 
yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, 
menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan 
evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan 
umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil pengamatan ini melihat 
secara langsung transaksi yang dilakukan antara konsumen dan penjual.34 
b. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang 
diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk 
dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat re-checking 
atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh 
sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian 
kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth 
interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 
informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan 
informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Wawancara 
secara langsung ini dilakukan bertatap muka dengan pimpinan proges di 
                                                          
       34 Lihat Lampiran 2-4. 
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Green Andalusia Residence Solo Baru yaitu Bapak Didik Setyanto, 
Bapak Erlan Fathoni dan pembeli yaitu Bapak Joko Siswanto.35  
c. Dokumen, sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 
berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu 
berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. 
Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi 
peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di 
waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, 
yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, 
klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, 
dan data tersimpan di web site. Hasil dokumen ini berupa foto, brosur 
dan file yang berkaitan dengan Green Andalusia Residence Solo Baru.36 
5. Teknik Analisis Data 
       Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah pendekatan 
deskriptif yaitu menjabarkan data-data mengenai akad Istis}na>’ dalam bisnis 
properti di Green Andalusia Residence Solo Baru menurut Fatwa DSN-MUI 
NO.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istis}na>’. 
       Kemudian dalam kesesuaian dalam prakteknya menggunakan 
pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menggambarkan pada masalah 
yang diteliti. Penulis berusaha menggambarkan mengenai akad Istis}na>’ 
menurut Fatwa DSN-MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli 
Istis}na>’. Analisis datanya meliputi pengumpulan data, reduksi data, 
                                                          
       35 Lihat Lampiran 1. 
 
       36 Ibid.. lampiran 1-11. 
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penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Data-data yang dianalisis 
tersebut merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara 
dan observasi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah 
mereduksi data. Langkah reduksi data adalah inventarisasi data yang 
relevan, sederhana dan mengabstraksikan data yang telah terhimpun dalam 
bentuk tulisan hasil catatan di lapangan.37 
H. Sistematika Penulisan 
 
       Agar skripsi ini menjadi mudah untuk dicermati, maka diperlukan 
sistematika pembahasan yang jelas dan runtut, maka pembahasan penelitian ini 
dibagi menjadi 5 (lima) bab yang tentunya antara bab satu dengan bab lainnya 
saling berhubungan. 
       BAB I: Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
       BAB II: Merupakan uraian tentang implementasi akad Istis}na >’ dalam 
bisnis properti berdasarkan fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 
tentang jual beli Istis}na>’, meliputi (pengertian akad, tujuan, rukun, syarat, dan 
praktek akad Istis}na>’ dalam bisnis properti berdasarkan fatwa DSN MUI No. 
06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istis}na>’. 
       BAB III: Merupakan bab yang berisi tentang implementasi akad Istis}na>’ 
dalam bisnis properti berdasarkan fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 
tentang jual beli Istis}na>’ di Green Andalusia Residence Solo Baru, meliputi 
                                                          
       37 Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, cet I, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 27. 
23 
 
(sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, fasilitas 
perusahaan, kewajiban dan hak masing-masing pihak, resiko yang terjadi, dan 
penyelesaian masalah). 
       BAB IV: Analisis data yang diperoleh berdasarkan pengamatan terhadap 
implementasi akad Istis}na>’ dalam bisnis properti berdasarkan fatwa DSN MUI 
No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istis}na>’. 
       BAB V: Merupakan penutup yang berupa kesimpulan dari keseluruhan 
pembahasan dalam penelitian ini dan saran yang diinginkan penulis dari pihak 
lain terkait dengan topik penelitian. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Jual Beli Istis}na>’ 
 
1. Pengertian 
 
       Menurut bahasa berasal dari kata (عنص shana'a) yang artinya membuat  
kemudian ditambah huruf alif, sin dan ta’ menjadi (عنصتسا Istis}na>’) yang 
berarti meminta dibuatkan sesuatu. Transaksi jual beli Istis}na>’ merupakan  
kontrak penjualan antara Al-Mus|as}ni’ (pembeli) dan As-S}ani’ (pembuat 
barang atau penjual). Dalam kontrak ini As-S}ani’ menerima pesanan dari 
Al-Mus|as}ni’. As-S}ani’ lalu berusaha sendiri ataupun melalui orang lain  
untuk membuat Al-Mas}nu’ (pokok  kontrak)  menurut spesifikasi yang telah 
disepakati dan menjualnya kepada Al-Mus|as}ni’. Kedua belah pihak 
bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.1 
       Secara istilah, Istis}na>’ adalah suatu akad yang dilakukan seorang 
produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang 
dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat 
oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.2 
       Bai’ Istis}na>’ adalah akad jual beli antara pemesan (mus|ani’) dengan 
penerima pesanan (s}ani’) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu 
(mas}nu’), contohnya untuk barang-barang industri ataupun properti. 
                                                          
       1 Muhammad Rizky Hidayah, dkk., “Analisis Implementasi Akad Istis}na>’ Pembiayaan 
Rumah”, Jurnal Ekonomi Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, (Bogor) Vol. 9 Nomor 1, 2019, 
hlm. 4. 
 
       2 Ibid. 
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Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal 
akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah 
pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai 
suatu waktu pada masa yang akan datang.3 
       Secara teknis, Istis}na>’ bisa diartikan akad bersama produsen untuk 
suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang 
akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, 
sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan, maka akad itu akan menjadi 
akad ijarah (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat 
barang. Kontrak Istis}na>’ biasanya dipraktikkan pada perbankan dalam 
proyek konstruksi, dimana nasabah memerlukan biaya untuk membangun 
suatu konstruksi. Akad ini identik dengan akad salam dalam hal cara 
memperoleh aset, maka kontrak Istis}na>’ selesai ketika barang atau bangunan 
itu selesai dibuat.4 
2. Dasar Hukum 
 
a. Al-Qur’an 
...  ْكَاف ى ًّمَسُم ٍلَجَأ َٰلَِإ ٍنْيَدِب ْمُتْن َياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ُُوُُُت    
 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya.” (Al-Baqarah:282).5 
                                                          
       3 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 
hlm. 136-137. 
 
       4 Ibid.. hlm. 137. 
 
       5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah, 1998), hlm. 40. 
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b. Al-Hadis 
 
 َّلَلا َيِضَر َفََْوأ بَِأ ِنْب ِهَّلَلا ِدَُْعَو ،ىَز َْبأ ِنْب ِنَْحَّْرَلا ِدَُْع ْنَعَو اَمُه ْ نَع ُه :لاَاق  ُبيِصُن اَّنُك  
  َْنأ اَنِيتَْأي َناََكو َمَّلَس ََ ِو ِهْيَلَع ُللها ىَّلَص ِهَّلَلا ِلوُسَر َعَم َِنِاَغَمَْلا ْمُهُفِلْسُن َف ِما َّشَلا ِطاَُ َْنأ ْنِم ٌطاَُ  
  ِبِيبَّزلاَو ِيرِع َّشلاَو َِةطِْنْلَْا فِ  ُم ٍلَجَأ َلَِإ ِتْيَّزلاَو :ٍَةياَِور فَِو ًّمَس ٌْعرَز ُْمَلَ َناَكَأ :َليِق ى  
  َكِلَذ ْنَع ُْمُلََأْسَن اَّنُك اَم :لاَاق–  ُِّيراَخَُُْلا ُُ اَوَر  
 
“Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Auf RA keduanya 
mengatakan,”Kami biasa mendapat ghanimah bersama Rasulullah 
SAW. Datang orang-orang dari negeri syam. Lalu kami pinjamkan 
kepada mereka untuk dibayar gandum atau sya’ir atau kismis dan 
minyak sampai kepada masa yang telah tertentu. Ketika ditanyakan 
kepada kami,”Apakah mereka itu mempunyai tanaman?”. Jawab kedua 
sahabat ini,”Tidak kami tanyakan kepada mereka tentang itu”. (HR. 
Bukhori dan Muslim). 
 
c. Ijma’ 
 
       Dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 
Indonesia), dijelaskan bahwa jual beli Istis}na>’ adalah akad jual beli 
dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati 
antara pemesan (pemesan, Mus|as}ni’) dan penjual (pembuat, S}ani’).6 
       Jumhur ulama berpendapat bahwa transaksi ini hukumnya boleh atas 
dasar pertimbangan kemaslahatan umat yang membutuhkan karena hal 
seperti ini juga telah memasyarakat di seluruh wilayah Islam dari berbagai 
suku bangsa. Di kalangan ulama mazhab Syafi’i juga terdapat dua pendapat. 
Sebagian mereka berpegang dengan kaidah qiyas, sehingga mereka 
berpendapat akad ini tidak boleh karena bertentangan dengan kaidah umum 
yang berlaku, yaitu bahwa objek yang ditransaksikan itu harus nyata,  
                                                          
       6 Muhammad Rizky Hidayah, dkk., “Analisis Implementasi Akad Istis}na>’ Pembiayaan 
Rumah”, Jurnal Ekonomi Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, (Bogor) Vol. 9 Nomor 1, 2019, 
hlm. 5. 
27 
 
 
 
sedangkan dalam Istis}na>’ objeknya tidak langsung bisa dilihat. Oleh sebab 
itu, jual beli Istis}na>’ termasuk dalam bai’ al-ma’dum yang dilarang syara’ 
atau hukum Islam. Sebagian ulama mazhab Syafi’i lainnya 
membolehkannya dengan beralasan kepada adat kebiasaan (urf) yang telah 
berlaku di tengah-tengah masyarakat dan kebutuhan masyarakat terhadap 
transaksi ini. Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum tersebut, maka 
dasar hukum Istis}na>’ di kalangan ahli hukum Islam yaitu istihsan, qiyas, 
dan urf.7 
3. Rukun dan Syarat 
 
       Rukun Istis}na>’ ada 4 (empat), yaitu pemesan (mus|ani’), penjual atau 
pembuat (s}ani’), barang (mas}nu’), dan pernyataan kesepakatan (shighat ijab 
qabul). Ulama fiqh menyatakan bahwa karena dasar hukum Istis}na>’ ini 
diperselisihkan oleh para ulama, maka dalam praktiknya transaksi Istis}na>’ 
ini perlu dijalankan dengan ketat yang mempenuhi syarat sebagai berikut:8 
a. Kriteria objek akad harus jelas 
       Kejelasan kriteria ini sangat penting untuk menghilangkan unsur al-
jahalah (sulit diidentifikasi) yang dapat menjadikan akad ini batal. 
b. Objeknya itu sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
       Objek akad ini merupakan sesuatu yang telah biasa dilakukan 
masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya seperti 
                                                          
       7 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga 
Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 143-144. 
 
       8 Ibid. 
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pesan sepatu, peralatan untuk hewan tunggangan, peralatan dapur, dan 
lainnya. Oleh sebab itu, menurut Ahmad al-Hajj al-Kurdi, ahli fiqh 
kontemporer dari Suriah, jenis barang yang menjadi objek akad Istis}na>’ 
bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak. 
c. Jangka waktu pesanan harus jelas 
       Akad ini tidak mempunyai tenggang waktu pesanan, karena apabila 
akad ini dibatasi dengan tenggang waktu tertentu, menurut Imam Abu 
Hanifah, akad ini berubah menjadi jual beli salam dan berlakulah bagi 
akad ini seluruh syarat jual beli salam. Oleh sebab itu, menurutnya 
penentuan tenggang waktu akan merusak akad Istis}na>’ tersebut. Akan 
tetapi, Imam Abu Yusuf dan Muhammad Abu Hasan Asy-Syaibani, 
kedua sahabat Abu Hanifah, menyatakan bahwa syarat tenggang waktu 
ini boleh saja disepakati kedua belah pihak, sebagaimana juga boleh akad 
itu tanpa tenggang waktu. Menurut jumhur ulama tenggang waktu dalam 
akad Istis}na>’ harus jelas, akad Istis}na>’ sama dengan bai’ al-salam. 
4. Sifat Akad 
 
Terdapat perbedaan pendapat ulama dalam hal menentukan sifat akad 
Istis}na>’, apakah mengikat bagi kedua belah pihak atau tidak. Di kalangan 
ulama mazhab Hanafi terdapat dua pendapat, pertama, akad Istis}na>’ itu 
tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Artinya, pihak produsen 
atau konsumen bisa saja membatalkan akad ini secara sepihak, sebelum 
objek akad Istis}na>’ itu dilihat oleh pemesan. Akan tetapi, Imam Abu Yusuf 
dan Ibn Abidin keduanya ahli fiqh mazhab Hanafi, berpendirian bahwa akad 
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Istis}na>’ bersifat mengikat. Konsumen atau produsen tidak boleh 
membatalkan secara sepihak akad tersebut kecuali atas persetujuan yang 
lain. Oleh sebab itu, jika pesanan itu sesuai dengan syarat yang diminta, 
maka pihak pemesan atau konsumen tidak bisa membatalkan transaksi itu. 
Di sisi lain pihak produsen berkewajiban menyelesaikan pesanan tersebut 
sesuai dengan ciri-ciri yang diminta konsumen.9 
Jumhur ulama yang memasukkan Istis}na>’ ke dalam kategori jual beli 
salam menyatakan bahwa akad Istis}na>’ bersifat mengikat kedua belah 
pihak. Di samping itu, karena jumhur ulama memasukkan akad ini ke dalam 
kategori jual beli salam maka harga barang yang dipesan harus dibayar tunai 
seluruhnya ketika akad terjadi. Oleh sebab itu, jika terjadi pembatalan akad 
yang dirugikan adalah pihak pemesan.10 Sifat akad yang lebih maslahat 
menurut pendapat Jumhur ulama adalah sifatnya mengikat. 
5. Pembatalan Pesanan 
 
       Dalam kaitan ini jumhur ulama mengatakan apabila pembatalan itu dari 
pihak produsen maka pihak konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu 
meminta kembali uang yang telah dibayarkannya. Menurut mereka, pihak 
konsumen hanya bisa membatalkan akad tersebut apabila barang yang 
dipesan itu tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang 
dipesannya. Jumhur ulama juga mengatakan bahwa karena akad Istis}na>’ ini 
mirip dengan akad salam, maka hak khiyar (opsi) tidak ada bagi konsumen, 
                                                          
       9 Ibid.. hlm. 145. 
 
       10 Ibid.. hlm. 145. 
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karena dengan adanya hak khiar akan membuat akad ini menjadi batal, 
kecuali barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diminta.11 
B. Fatwa DSN-MUI  
 
1. Pengertian 
 
       Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh 
Majelis Ulama Indonesia untuk menangani masalah-masalah yang 
berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.12 
Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan 
Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999, salah satu yang 
menjadi tugas dan wewenang DSN ialah mengeluarkan fatwa. Fatwa ialah 
suatu perkataan dari bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum 
mengenai sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang yang ingin 
mengetahuinya. Barang siapa yang ingin mengetahui sesuatu hukum syara’ 
tentang masalah agama, maka perlu bertanya kepada orang yang 
dipercayaidan terkenal dengan keilmuannya dalam bidang ilmu agama 
(untuk mendapat keterangan mengenai hukum tentang masalah itu).13 
Dengan demikian pengertian fatwa berarti menerangkan hukum-
hukum Allah SWT berdasarkan pada dalil-dalil syariah secara umum dan 
menyeluruh. Keterangan hukum yang telah diberikan itu dinamakan fatwa, 
                                                          
       11 Ibid.. hlm. 145-146. 
 
       12 Ichwan Sam dkk, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, 
(Jakarta, Erlangga, 2014), hlm. 4. 
 
       13 Ibid 
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orang yang meminta atau menanyakan fatwa disebut mustafti, sedang yang 
dimintakan untuk memberikan fatwa disebut mufti.14 
2. Landasan Syariah Mengeluarkan Fatwa 
Al-Qur’an: 
 ِةَلَلََكْلا فِ ْمُكيِتْف ُي ُهَّللا ِلُق َكَنوُتْف َتْسَي  ۚ  
 
“Mereka meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad, mengenai masalah 
Kalalah), katakanlah: Allah memberi fatwa kepada kamu dalam perkara 
kalalah itu.” (QS. An-Nisa [4]: 176). 
 
3. Kedudukan, Status, dan Keanggotaan Dewan Syariah Nasional MUI 
 
a. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama 
Indonesia. 
b. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen 
keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau 
ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. 
c. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi, 
dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. 
d. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI 
untuk masa bakti 5 tahun.  
4. Tugas Pokok Dewan Syariah Nasional 
 
a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan 
perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. 
b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 
                                                          
       14 Ibid 
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c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. 
d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. 
5. Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN) 
 
a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di 
masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan 
hukum pihak terkait. 
b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau 
peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti 
(Kementerian Keuangan) dan Bank Indonesia. 
c. Memberikan rekomendasi dan mencabut rekomendasi nama-nama yang 
akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga 
keuangan syariah. 
d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang 
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas 
moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. 
e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh 
Dewan Syariah Nasional. 
f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil 
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 
6. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional 
 
Berdasarkan SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan DSN 
No. Kep-754/MUI/II/1999 pada poin E tentang Mekanisme Kerja DSN, 
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maka sistem kerja DSN dapat disimpulkan sebagai berikut sesuai dengan 
Pedoman Rumah Tangga DSN No. 2 tahun 2000, yaitu: 
a. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan 
oleh Badan Pelaksana Harian DSN. 
b. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali 
dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan. 
c. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan 
tahunan bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau 
tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang 
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.  
C. Fatwa DSN-MUI NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istis}na>’ 
 
Dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa jual beli istis}na>’ adalah akad 
jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati 
antara pemesan dan penjual. Adapun menurut MUI dalam fatwa DSN-MUI 
nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) ketentuan yang 
dibolehkan:15 
1. Ketentuan tentang Pembayaran, dimana alat bayar harus diketahui jumlah 
dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran yang 
dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh dalam bentuk 
pembebasan hutang. 
                                                          
       15 Muhammad Rizki Hidayah dkk., “Analisis Implementasi Akad Istis}na>’ Pembiayaan 
Rumah”, Jurnal Ekonomi Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, (Bogor) Vol. 9 Nomor. 1, 2018, 
hlm. 5. 
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2. Ketentuan tentang Barang, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai 
hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang dilakukan 
kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum 
menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis 
sesuai kesepakatan, dan dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai 
dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak hak khiyar (hak memilih) untuk 
melanjutkan atau membatalkan akad. 
3. Ketentuan lain yaitu: dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan 
kesepakatan, hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam jual beli salam 
yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli Istis}na>’, jika salah 
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di 
antara kedua blah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan 
Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.   
Isi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 
tentang jual beli Istis}na>’ menimbang:16 
1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh sesuatu, sering 
memerlukan pihak lain untuk membuatkannya, dan hal seperti itu dapat 
dilakukan melalui jual beli Istis}na>’ yaitu akad jual beli dalam bentuk 
pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan 
tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mus|ani’) dan penjual 
(pembuat, s}ani’). 
                                                          
       16 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istis}na>’, hlm. 
1-3. 
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2. Bahwa transaksi Istis}na>’ pada saat ini telah dipraktekkan oleh lembaga 
keuangan syariah. 
3. Bahwa agar praktek tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang 
perlu menetapkanfatwa tentang Istis}na>’  untuk menjadi pedoman. 
Mengingat: 
1. Hadist Nabi riwayat Tirmidzi 
 َحَأ َْوأ ًلاَلََح َمَّرَح اًحْلُص َّلاِإ َيِْمِلْسُمْلا َْيْ َب ٌِزئاَج ُحْلُّصَلا ىَلَع َنوُمِلْسُمْلاَو اًمَارَح َّل
 ْرَش َّلاِإ ْمِهِطوُرُش ًمَارَح َّلَحَأ َْوأ ًلاَلََح َمَّرَح ًاط  
ا 
”Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum 
muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi 
dari ‘Amr bin ‘Auf).17 
 
2. Hadist Nabi 
رَارِضَلاَو َرَرَضَلا 
 
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu 
Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).18 
3. Kaidah fiqh 
 َْت ىَلَع ٌلِْيلَد َّلُدَي ْنَأ َّلاِإ ُةَحَابِلإْا ِتَلََماَعُمْلا فِ ُلْصَلأااَهِْْ ِر  
 
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil 
yang mengharamkannya.”19 
                                                          
       17 HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istis}na>’, hlm. 1. 
 
       18 HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri, Fatwa Dewan Syariah 
Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna’, hlm. 1. 
 
       19 Ibid.. hlm. 3. 
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4. Menurut mazhab Hanafi, Istis}na>’ hukumnya boleh karena hal itu telah 
dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) 
yang mengingkarinya. 
Memperhatikan: 
       Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, 
tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000. 
MEMUTUSKAN 
Menetapkan: FATWA TENTANG JUAL BELI ISTIS}NA>’ 
Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran 
1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, 
atau manfaat. 
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 
Kedua: Ketentuan tentang Barang 
1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 
3. Penyerahannya dilakukan kemudian. 
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan. 
5. Pembeli (mus|ani’) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai 
kesepakatan. 
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7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, 
pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau 
membatalkan akad. 
Ketiga: Ketentuan Lain 
1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya 
mengikat. 
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas 
berlaku pula pada jual beli Istis}na>’. 
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. 
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BAB III 
PRAKTIK TRANSAKSI DI GREEN ANDALUSIA RESIDENCE  
 
A. Profil Green Andalusia Residence 
 
1. Sejarah Green Andalusia Residence 
 
       Pada bulan April 2018 beberapa developer dan non developer 
mengikuti seminar camp bisnis properti syariah yang diadakan oleh DPS 
(Developer Properti Syariah) bertempat di hotel Lorin Syariah. Camp ini 
sendiri langsung di handle atau dibimbing oleh founder Ustadz M. Rosyid 
Aziz selaku penggagas properti syariah di Indonesia. Camp yang diadakan 
selama 3 hari ini merupakan workshop tentang ilmu properti syariah dari 
hal mencari lahan atau akuisisi lahan, membuat cash flow, penjualan 
(marketing), sampai kepada perencanaan dan pembangunan di kupas habis 
dalam kegiatan tersebut.1 
       Dari kegiatan workshop ini hadir 20 peserta yang terdiri dari peserta 
Solo Raya dan dari luar Solo Raya. Setelah mengikuti workshop 
mengerucut 12 orang yang berasal dari Solo Raya. Kemudian dari 12 
orang ini menjadi 1 tim untuk membuka project properti syariah. Setelah 2 
bulan berjalan akhirnya tim mendapatkan lahan dengan luas 2.325 m² yang 
siap untuk diakuisisi. Lahan tersebut berada di Dukuh Temulus RT 01 RW 
03 Kelurahan Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Pemilik 
                                                          
       1 Didik Setyanto, Pimpinan Proges, Wawancara Pribadi, 1 Maret 2019, jam 10.00-12.00 
WIB. 
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lahan tersebut siap untuk diajak kerjasama mendirikan perumahan 
syariah.2 
       Pada tanggal 10 Juli 2018 tim berkumpul untuk memberikan nama 
project dan disepakati dengan nama project Green Andalusia Residence. 
Alasan nama tersebut adalah mengambil kota besar Islam yang dahulu 
pernah jaya dan menjadi peradaban Islam di Spanyol. Untuk nama 
“Green” yang berarti menggambarkan lingkungan yang sejuk, asri dan 
nyaman.3 
2. Visi dan Misi 
 
Visi: 
       Menciptakan properti berbasis syariah di kota Solo Raya. 
Misi: 
a. Membangun unit perumahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam 
dengan skema pembiayaan bebas dari riba, tanpa bank, tanpa bunga, 
tanpa sita, tanpa denda dan tanpa asuransi. 
b. Menghadirkan unit perumahan bernuansa Islami indah, nyaman, 
berkualitas, harga kompetitif dan lingkungan yang Islami. 
c. Membangun infrastruktur sarana dan prasarana pendukung kegiatan 
ibadah seperti rumah tahfidz (penghafal al-Qur’an) dan kajian rutin.4 
 
                                                          
       2 Ibid.. 
 
       3 Ibid. 
 
       4 Ibid. 
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3. Struktur Organisasi Perusahaan 
 
       Dalam setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang bertujuan 
agar setiap pekerjaan dapat terarah berdasarkan tanggung jawab masing-
masing karyawan. Struktur organisasi ini berfungsi agar tujuan dari setiap 
perusahaan dapat tercapai dengan baik. Tugas yang terpenting diterapkan 
pada karyawan adalah agar para konsumen tetap mendapatkan pelayanan 
yang terbaik, namun disamping itu para karyawan juga memiliki tanggung 
jawab sesuai divisi masing-masing. 
       Struktur organisasi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Berdasarkan struktur organisasi Green Andalusia Residence berikut adalah 
deskripsi tugas dari setiap bagian:5 
a. Pimpinan Progres 
1) Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan  tertinggi Project. 
                                                          
       5 Didik Setyanto, Pimpinan Proges, Wawancara Pribadi, 1 Maret 2019, jam 10.00-12.00 
WIB. 
PIMPINAN PROGRES 
Didik Setiyanto, S.Kom 
STAFF ADMINISTRASI 
Umi Lestari 
DIVISI MARKETING 
1. Dwiyono 
2. M. Nur 
Syamsudin 
DIVISI PENGAWAS 
PEMBAGUNAN 
1. Astono Waluyo 
2. M. Arief Nur 
Hadi, ST 
 
DIVISI KEUANGAN 
1. Drs. Waluyo 
2. Edi Sulistiyo 
Nugroho 
3. Danang Susilo 
DIVISI HRD 
1. Erlan Fathoni, SE.Sy 
2. M. Rukun Fahrudin 
DIV. PERENCANAAN & 
PELASAAN PEMBANGUNAN 
1. Adib Norma Lihta 
2. Pardi, ST 
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2) Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan Project. 
3) Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi Project termasuk juga 
keuntungan Project. 
4) Bertindak sebagai perwakilan Project dalam hubungannya dengan dunia 
luar Project. 
5) Menetapkan strategi-strategi stategis untuk mencapakai  visi dan misi 
Project. 
6) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di Project, mulai 
bidang administrasi, kepegawaian  hingga pengadaan property. 
7) Mengangkat dan memberhentikan karyawan Project. 
8) Bertanggung jawab terhadap perencanaan proyek secara keseluruhan. 
9) Bertanggung jawab terhadap jalannya pelaksanaan proyek. 
b. Divisi Keuangan 
1) Mengelola administrasi dan dokumentasi untuk kepentingan  Divisi 
Pengawas Pembangunan. 
2) Mengadministrasikan seluruh administrasi dan dokumentasi  proyek 
secara keseluruhan. 
3) Membuat surat menyurat internal dan eksternal (instansi). 
4) Menyusun Berita Acara Serah Terima Gambar dari GM  Development 
kepada Manager Konstruksi. 
5) Membuat laporan-laporan proyek untuk  pertanggungjawaban GM 
Pembangunan kepada Direktur. 
c. Divisi Pengawas Pembangunan 
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1) Mengontrol kualitas pekerjaan dan hasil pekerjaan  perencana dan 
konstruksi agar sesuai standar mutu yang  ditetapkan. 
2) Mengontrol kualitas dan kuantitas pekerjaan perencanaan  agar sesuai 
dengan standar yang ditetapkan. 
3) Mengontrol hasil pekerjaan lapangan agar sesuai dengan  gambar 
perencana. 
4) Mengontrol kualitas pekerjaan pembangunan agar sesuai  dengan 
standar yang ditetapkan. 
5) Menyusun laporan supervisi harian dan dilaporkan kepada  Pimpinan 
Project. 
d. Divisi Marketing 
1) Menyusun rencana, mengarahkan, mengendalikan  dan menganalisa 
pencapaian target kerja secara  keseluruhan. 
2) Menyusun Program Penjualan. 
3) Menyusun Analisa Penjualan. 
4) Mengelola Sistem Penjualan. 
5) Mengelola Marketing staff. 
6) Memimpin rapat internal Marketing. 
7) Menyusun Laporan Total Penjualan Periodik. 
8) Menyusun Laporan Pencapaian Total Target. 
e. Divisi HRD 
1) Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya 
manusia. Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan dan 
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pengawasan sumber daya manusia dan pengembangan kualitas 
sumber daya manusia. 
2) Membuat sistem HR yang efektif dan efisien, misalnya dengan 
membuat SOP, job description, training and development system dll. 
3) Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai 
dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi. 
4) Melakukan seleksi, promosi, transfering dan demosi pada karyawan 
yang dianggap perlu. 
5) Melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan 
yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, 
mental, keterampilan dan pengetahuan karyawan yang sesuai dengan 
standar perusahaan. 
f. Staff Administrasi 
1) Merealisasikan transaksi keuangan yang telah  disetujui dan 
disepakati oleh atasan. 
2) Menyusun Anggaran Mingguan. 
3) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Bank. 
4) Mengelola penggunaan kas. 
5) Menyediakan Voucher-voucher permintaan kas. 
6) Memverifikasi Voucher-voucher-voucher  pembayaran. 
7) Melaksanakan perintah kerja dari pimpinan unit  kerja. 
8) Bertanggung jawab atas penggunaan kas. 
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g. Divisi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 
1) Mengorganisir unit kerja dalam kegiatan pelaksanaan  
pembangunan proyek secara keseluruhan dan mengontrol  
penggunaan anggaran sehingga tercapainya hasil pembangunan  
yang berkualitas baik, dan sesuai target. 
2) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek secara  
keseluruhan (Budget/RAP, Schedule dan Quality). 
3) Menyusun RAP dan memastikan validitas RAB dapat  
dipertanggungjawabkan. 
4) Menyelesaikan kendala yang ada didalam divisi Pembangunan. 
5) Mengontrol penggunaan anggaran proyek sehingga tidak over 
budget. 
4. Sistem Pemasaran 
 
       Dalam memperluas pemasaran Green Andalusia Residence senantiasa 
memiliki berbagai strategi seperti mengikuti perkembangan zaman pada 
masa sekarang melalui:6 
a. Walk In (datang langsung ke kantor ataupun ke lokasi). 
b. Agen atau Agency. 
c. Digital marketing. 
d. Direct Selling. 
e. Gathering atau launching. 
f. Group WA atau telegram. 
                                                          
       6 Didik Setyanto, Pimpinan Proges, Wawancara Pribadi, 1 Maret 2019, jam 10.00-12.00 
WIB. 
45 
 
 
 
g. Stand (CFD, Pameran, Event). 
h. Kerjasama dengan lembaga, perusahaan dan komunitas. 
       Adapun spesifikasi tempat di Green Andalusia Residence:7 
a. Pondasi ; Batu Kali, Foot Plate. 
b. Dinding ; Batu Bata, plester, aci dan cat. 
c. Lantai 
1) Ruang Utama   ; Granit 60 × 60 
2) Teras Depan atau Belakang ; Granit 60 × 60 
3) Kamar Mandi   ; 30 × 30 
d. Kusen Pintu Jendela 
1) Kusen     ; Kayu Jati. 
2) Pintu Utama dan Pintu Samping ; Kayu Jati. 
3) Pintu Kamar    ; Kayu Jati. 
4) Pintu Kamar Mandi   ; PVC. 
5) Daun Jendela    ; Kayu Jati + Kaca 5 mm. 
e. Plafond ; Gypsum. 
f. Atap 
1) Rangka Baja Ringan. 
2) Genteng Beton. 
g. Sanitair ; Closet Duduk Ina atau Standart. 
h. Instalasi Air 
1) Sumur. 
                                                          
       7 Ibid. 
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2) Tangki Air 520 Liter. 
i. Fasilitas Listrik ; PLN 1300 watt. 
       Selanjutnya terdapat 3 type rumah di Green Andalusia Residence 
yaitu: 
a. Type 65/82 
b. Type 55/73 
c. Type 65/86 
5. Sistem Transaksi 
 
       Sistem transaksi di Green Andalusia Residence yaitu, konsumen harus 
meluangkan waktu dengan bertemu Developer untuk bertransaksi dan 
menandatangani beberapa surat perjanjian serta wajib memenuhi beberapa 
persyaratan yaitu:8 
a. WNI atau WNA Muslim. 
b. Edukasi terkait perumahan. 
c. Mengisi Formulir. 
d. Booking fee (Rp 1,000,000 – Rp 5,000,000). 
e. Melengkapi berkas-berkas 
1) Foto Copy KTP. 
2) Foto KK. 
3) Foto Surat Nikah (Jika ada). 
4) Foto Copy Rekening. 
                                                          
       8 Erlan Fathoni, Divisi HRD, Wawancara Pribadi, 19 Januari 2019, jam 13.30-15.00 WIB. 
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5) Foto Copy Slip gaji terbaru (selambat-lambatnya 7 hari setelah 
booking fee). 
f. Proses verifikasi (maksimal 3 hari). 
g. Jika lolos atau Acc, uang booking fee menjadi bagian dari pembayaran 
unit rumah, jika tidak lolos uang booking fee dikembalikan 100% jika 
membatalkan sepihak (dari konsumen) maka uang booking fee hangus. 
h. Proses akad (dengan pembayaran DP atau Angsuran pertama). 
6. Hak dan Kewajiban Konsumen 
 
       Hak konsumen adalah sebagai berikut:9 
a. Mendapatkan pelayanan yang bagus. 
b. Konsumen diperbolehkan mendesain bagian dalam rumah tersebut 
tanpa mengganti desain bagian luar rumah. 
c. Konsumen diperbolehkan komplain jika rumah tidak sesuai dalam 
perjanjian. 
d. Konsumen diberikan garansi 1 bulan terhitung ketika rumah sudah 
ditempati. 
e. Konsumen diberikan keamanan lingkungan dan fasilitas lainnya yang 
berhubungan dengan kehidupan di sekitar perumahan. 
Kewajiban konsumen adalah sebagai berikut: Membayar cicilan 
rumah. 
 
 
                                                          
       9 Ibid. 
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7. Kendala dan Solusi terhadap Konsumen 
       Dalam hal terjadi perselisihan yang dimulai dari pelaksanaan akad 
hingga selesai seluruh kewajiban kedua belah pihak, maka pihak yang 
telah menyepakati untuk menyelesaikan perselisihan secara kekeluargaan 
melalui musyawarah dan mufakat dengan tetap mengacu kepada ketentuan 
hukum syara’. 10 
B. Pelaksanaan Akad Istis}na>’ di Green Andalusia Residence Solo Baru 
 
1. Ketentuan Terkait Akad 
 
       Dalam bertransaksi di Green Andalusia Residence Solo Baru 
menyatakan dengan tegas dan jelas kepada pihak pembeli dan penjual, 
terbukti setiap konsumen yang akan bertransaksi harus meluangkan 
waktunya guna bertemu langsung dengan salah satu developer.11 
       Pada saat konsumen sudah bertemu developer maka developer akan 
menjelaskan secara lisan dan terperinci sampai konsumen mengerti alur 
akad yang akan digunakan, selesai menjelaskan developer akan 
memberikan berupa formulir yang harus diisi oleh konsumen untuk 
dijadikan syarat bahwasanya konsumen bersepakat untuk bertransaksi.12 
2. Ketentuan Terkait Para Pihak 
 
       Pada umumnya konsumen yang sudah berakad di Green Andalusia 
Residence Solo Baru adalah konsumen yang tidak berbadan hukum karena 
                                                          
       10 Ibid.. 
 
       11 Lihat lampiran 1. 
 
       12 Ibid. 
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tujuan mereka adalah mencari tempat tinggal. Kesepakatan para pihak 
berupa:13 
a. Perjanjian pengikatan jual beli ini dituangkan mengikuti format akad 
jual beli Istis}na>’ dan dijalankan mengikuti kaidah hukum-hukum syariat 
Islam. 
b. Rumah tinggal yang dijadikan sebagai objek jual beli ini terletak di 
Dukuh Temulus RT 01 RW 03 Kelurahan Pondok Kecamatan Grogol 
Kabupaten Sukoharjo. 
c. Ketentuan pokok hukum syara’ tentang Istis}na>’ yang termaktub dalam 
mukadimah akad jual beli Istis}na>’ pada pasal 1 ini merupakan satu 
kesatuan yang tak terpisahkan dan dimaksudkan untuk dijadikan 
rujukan. 
Pasal 1 
Mukadimah Akad Jual Beli Istis}na>’ 
(Ketentuan Pokok Hukum Syara’ Tentang Al- Istis}na’) 
1. Istis}na>’ yang dimaksudkan adalah Istis}na>’ yang berupa jual beli, bukan 
Istis}na>’ yang berupa ijarah. 
2. Istis}na>’ adalah jual beli sesuatu yang dideskripsikan berada dalam 
tanggungan yang proses pembuatannya berlangsung dari penjual atau 
orang lain. Istis}na>’ dalam pengertian lainnya adalah akad pembelian 
langsung sesuatu yang termasuk apa yang harus dibuat yang 
mengharuskan penjual menyerahkannya dalam bentuk yang sudah jadi 
                                                          
       13 Perjanjian Pendahuluan Jual Beli  (Akad Istis}na>’) No. 002/PPJB/GAR/IX/2018, Perumahan 
Green Andalusia Residence Solo Baru. 
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dibuat dengan bahan-bahan yang berasal darinya dengan spesifikasi yang 
spesifik dan dengan harga tertentu. 
3. Istis}na>’ merupakan salah satu bentuk jual beli yang hukumnya boleh. 
Dasarnya adalah perbuatan Rasulullah SAW dimana Beliau pernah 
memesan dibuatkan cincin dan bangku, persetujuan Rasullullah SAW atas 
praktek Istis}na>’ yang dilakukan oleh para sahabat, dan ijma’ sahabat. 
4. Sebagai jual beli, terhadap Istis}na>’ berlaku hukum-hukum jual beli secara 
umum disertai dengan ketentuan-ketentuan khusus tentangnya. 
5. Sehingga sah, akad Istis}na>’  harus memenuhi rukun dan syaratnya. 
6. Rukun Istis}na>’ ada tiga: 
a. Al-‘aqidan (dua pihak yang berakad) yaitu al-mus|ani’ (yang memesan 
barang) atau pembeli dan as}-s}ani’ (pembuat) atau penjual. Kedua pihak 
haruslah pihak yang secara syar’i sah melakukan tasharruf. 
b. Ijab dan qabul, dalam hal ini harus ada suka sama suka diantara kedua 
pihak, adanya kesatuan majelis dan keterpautan antara ijab dan qabul. 
c. Al-‘ma’qud ‘alayh (objek akad) yaitu barang yang dipesan untuk 
dibuat (al-mus}ani’ fihi atau al-mas}nu’). 
7. Dalam akad Istis}na>’, tempo waktu penyerahan barang harus disepakati 
dengan jelas.  
8. Harga Istis}na>’ boleh dibayarkan di awal pada saat akad, boleh dibayar 
sekaligus pada saat penyerahan barang, boleh sebagian di awal dan 
dilunasi pada saat penyerahan barang, dan boleh juga dibayar secara kredit 
setelah penyerahan barang baik sekaligus atau dengan angsuran. hal itu 
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dikecualikan dari pengharaman jual beli utang dengan utang. dasarnya 
adalah riwayat al-Bukhari dan Muslim tentang pemesanan cincin oleh 
Rasul SAW yang kemudian diikuti oleh para sahabat dimana hal itu 
menunjukkan bahwa akad al-Istis}na>’ tersebar luas di Madinah. Mereka 
melangsungkan akad al-Istis}na>’ berdasarkan yang biasa mereka lakukan. 
Syara’ tidak membatasi tata cara pembayarannya. Ini menunjukkan bahwa  
syara’ menyetujui akad Istis}na>’ yang tersebar di tengah penduduk 
Madinah dan syara’ tidak menambah hukum-hukum baru. 
9. Jika akad Istis}na>’ sempurna, maka akad tersebut bersifat mengikat kedua 
pihak, dengan ketentuan: 
a. Keduanya berhak membatalkannya selama belum berpisah majelis. 
b. Jika sudah berpisah majelis, keduanya tidak boleh membatalkan akad, 
baik barang belum atau sedang dibuat, kecuali atas persetujuan pihak 
lain. Jika terjadi dharar yakni kerugian finansial pada salah satu pihak-
pihak yang tidak membatalkan akad, maka pihak yang dirugikan itu 
boleh menuntut ganti rugi. 
c. Dalam konteks sistem pembayaran yang dilakukan secara kredit, 
penjual boleh mempersyaratkan bahwa uang muka (DP) termasuk 
seluruh dana yang sudah dibayarkan hangus apabila pembeli secara 
sepihak membatalkan ketika akad Istis}na>’  sudah sempurna. 
10. Penjual (as}-s}ani’) wajib menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang 
disepakati pada waktu yang disepakati. 
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11. Pada saat barang diserahkan, pembeli (al-mus|ani’) memiliki hak khiyar 
ar-ru’yah. Yaitu ketika melihat barang jika ia mendapati ketidaksesuaian 
yang sangat berbeda dengan spesifikasi yang disepakati maka ia memiliki 
pilihan: 
a. Menerima barang tersebut, atau. 
b. Menolak menerima barang tersebut dan meminta penjual untuk 
menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang disepakati, dan 
memberikan tambahan tempo waktu kepada penjual. Dalam hal ini,  
pembeli tidak boleh tetap menerima barang dan meminta kompensasi 
finansial atas ketidaksesuaian barang dengan spesifikasi, sebab jika 
begitu artinya telah terjadi dua jual beli dalam satu jual beli dan itu 
adalah haram. 
c. Menolak barang tersebut dan meminta kembali harga yang sudah 
dibayarkan, dan artinya akad Istis}na>’  tersebut batal. 
d. Setelah point 3 tersebut, dimungkinkan untuk dilakukan jual beli yang 
baru atas barang tersebut, namun tidak ada hubungannya dengan akad 
Istis}na>’  yang sudah dibatalkan. 
12. Jika penjual (ash-s}ani’) meninggal dunia sebelum barang itu selesai, maka 
pemesan (al-mus|ani’) memiliki khiyar. Yaitu antara menerima diberikan 
barang dari pembuat (ash-s}ani’) lainnya atau membatalkan akad tersebut. 
13. Jika pembeli (al-mus|ani’) meninggal dunia sebelum barang diserahkan 
maka harus dilihat. Jika barang belum dibuat oleh penjual (ash-s}ani’) 
maka kelanjutan akad Istis}na>’ tersebut diserahkan kepada penjual apakah 
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tetap dilanjutkan atau dibatalkan. Jika barang sedang dalam proses 
pembuatan atau sudah selesai tetapi belum diserahkan, maka ahli waris 
pembeli wajib mengambil alih tanggungjawab pembeli. 
Pasal 2 
Tentang Rumah Tinggal 
1. Pembeli dan penjual telah sepaham bahwa rumah tinggal termasuk barang 
shina’ah (manufaktur). 
2. Pembeli dan penjual telah menyepakati rumah tinggal memiliki spesifikasi 
yang secara rinci tercantum dalam lampiran sebagai satu kesatuan dari 
dokumen akad Istis}na>’ ini dan disebut Istis}na>’. Spesifikasi rumah tinggal 
secara lebih rinci dapat juga dijelaskan lebih lanjut setelah akad ini 
disepakati. 
3. Usulan dari pihak pembeli mengenai layout dan rencana perubahan dapat 
disampaikan pada saat sebelum pembangunan rumah tinggal dilaksanakan, 
selagi tidak merubah anggaran dari developer yang telah ditentukan. 
4. Apabila terjadi adanya perubahan luas atau spesifikasi atas dasar 
permintaan dari pembeli maka akan dicantumkan pada Addendum sebagai 
satu kesatuan dari dokumen akad Istis}na>’  ini. 
Pasal 3 
Harga dan Total Kewajiban Finansial 
1. Pembeli dan penjual telah menyepakati harga jual Istis}na>’ atas rumah 
tinggal di perumahan Green Andalusia Residence Solo Baru, misal Blok A 
No 7 LB: 55 m² LT: 73 m² adalah Rp 725,400,000. 
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2. Harga tersebut sudah termasuk IMB dan SHM. 
3. Harga tersebut belum termasuk biaya AJB, BPHTB, BBN dan biaya-biaya 
lainnya termasuk biaya notaris. 
4. Biaya AJB, BPHTB, BBN, dan biaya notaris lainnya akan dibayarkan 
sesuai dengan tahapan prosesnya. 
5. Biaya-biaya lain termasuk iuran-iuran setelah serah terima rumah bukan 
merupakan tanggung jawab penjual. 
Pasal 4 
Cara Pembayaran 
1. Pembeli dan penjual telah menyepakati bahwa harga rumah tinggal yang 
disebutkan pada pasal 3 akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual 
dengan keterangan dibawah ini: 
a. Harga   : Rp 725,400,000 
b. Skema pembayaran : Angsuran 5 Tahun 
c. Jangka waktu  : 60 Bulan 
d. Jatuh tempo  : 25 November 2023 
e. Dengan rincian dibawah ini sebagai berikut; 
1) Pembayaran booking fee sebesar Rp 2,000,000 (Dua Juta Rupiah) 
sudah dibayarkan. 
2) Pembayaran angsuran pertama Rp 10,000,000 (Sepuluh Juta 
Rupiah) dibayarkan pada saat akad. 
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3) Pembayaran angsuran kedua Rp 12,180,000 (Dua Belas Juta 
Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dibayarkan paling lambat 25 
Januari 2019. 
4) Angsuran ketiga sampai angsuran ke enam puluh sebesar Rp 
12,090,000 (Dua Belas Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) jatuh 
tempo pada tanggal 25 setiap bulannya. 
5) Pembayaran angsuran bisa dilakukan dengan cara transfer ke 
rekening Bank BNI Syariah No Rek 0734608107 a.n Didik 
Setyanto. 
6) Jika pembayaran angsuran dilakukan dikantor pemasaran (uang 
tunai) dimohon konfirmasi 1 hari sebelum pembayaran dilakukan. 
7) Pihak pembeli harus memberitahukan kepada penjual berikut bukti 
transfernya dikirim melalui email ke 
greenandalusiaresidence@gmail.com atau dikirim langsung ke 
kantor pemasaran Green Andalusia Residence. 
8) Setelah pembayaran diterima, pihak penjual harus memberikan 
kuitansi lunas pembayaran kepada pembeli. Bukti kuitansi 
diberikan secara langsung atau bisa dikirim ke alamat email 
nwahyu342@gmail.com  
Pasal 5 
Keterlambatan Pembayaran dan Pembatalan Akad 
1. Keterlambatan pembayaran angsuran tidak dikenakan denda. 
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2. Khusus untuk angsuran DP pertama mengikuti ketentuan di poin ini yaitu 
uang booking fee dengan sendirinya akan menjadi milik pihak kedua 
(penjual) sebagai ganti rugi pembatalan akad apabila dalam waktu 10 hari 
kalender tidak ada pembayaran pertama angsuran sejak jatuh tempo sesuai 
dengan yang tertuang di akad. 
3. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran oleh pembeli dari 
tanggal jatuh tempo, pembeli berkewajiban menyampaikannya kepada 
penjual berikut alasan keterlambatannya. 
4. Dalam hal penjual tidak bisa menerima keterlambatan berikut alasannya 
dan tidak memberikan waktu tambahan kepada pembeli, maka penjual 
berhak menuntut pembeli untuk segera membayarnya. 
5. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran (angsuran) oleh pihak 
pembeli yang terjadi setelah serah terima rumah, adalah: 
a. Setelah serah terima rumah sementara pembeli tidak mampu 
membayarnya (sampai 3 bulan berturut-turut), penjual berhak 
menuntut eksekusi agunan atau pembeli atas inisiatif sendiri menjual 
rumah yang dimilikinya. 
b. Prosesnya adalah pihak penjual akan memberikan surat peringatan 
(SP) 1 pada saat keterlambatan di bulan kedua. 
c. Jika tidak ada pembayaran yang sesuai dengan ketentuan akad dari 14 
hari setelah SP 1 diberikan atau disampaikan kepada pembeli maka SP 
2 akan diberikan 14 hari kalender setelah SP 1. 
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d. Jika tidak ada pembayaran yang sesuai dengan ketentuan akad dari 10 
hari setelah terbit SP 2 maka pihak penjual berhak meminta pihak 
pembeli menandatangani surat pernyataan ketidaksanggupan 
mengangsur sisa hutang dan dianggap telah terjadi kegagalan 
pembayaran hutang atau tunggakan maka pihak penjual akan 
mengeluarkan SP 3 dan berhak memutuskan bahwa unit rumah 
tersebut harus segera dijual oleh pembeli atau penjual membantu 
menjual barang jaminan untuk membayar hutang angsuran tertunggak, 
atau menagih pada penjamin personal dan proses penjualan unit akan 
dilakukan sesuai yang tertuang di pasal 5 poin e. 
e. Dalam hal konsumen tidak mampu menjual rumahnya dalam tempo 1 
bulan dimulai dari SP 3, maka penjual boleh meminta untuk membantu 
menjualkan rumah tersebut, yang pelaksanannya dilakukan sesuai 
ketentuan syariah. Rumah tersebut akan dijual secara wajar mengikuti 
pasar dan harga jual rumah akan ditentukan oleh penjual atau 
developer. Hasil penjualan tersebut diwajibkan untuk membayar 
hutang yang menjadi kewajiban pembeli (debitur) kepada penjual. 
Dalam hal terdapat kelebihan dari hasil penjualan rumah setelah 
pembayaran hutang, kelebihan tersebut dikembalikan kepada pembeli 
(debitur). Dalam hal terjadi ketidak cukupan hasil penjualan rumah 
untuk pembayaran hutang, kekurangan tersebut tetap menjadi 
tanggungan pembeli (debitur). 
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6. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran (angsuran) oleh pihak 
pembeli yang terjadi sebelum serah terima rumah, adalah: 
a. Jika rumah belum dibangun atau sedang proses dibangun dalam hal 
pembeli tidak bisa membayar angsuran DP selama 3 bulan berturut-
berturut penjual berhak membatalkan akad dan dana yang sudah 
masuk akan dikembalikan sebesar 25% dari total dana yang sudah 
masuk dan akan dikembalikan bertahap selama 6 bulan sampai 24 
bulan setelah unit pembeli terjual kepada konsumen yang baru. 
b. Prosesnya adalah pihak penjual akan memberikan SP 1 pada saat 
keterlambatan di bulan kedua. 
c. Jika tidak ada pembayaran yang sesuai dengan ketentuan akad dari 14 
hari setelah SP 1 diberikan atau disampaikan kepada pembeli maka SP 
2 akan diberikan 14 hari kalender setelah SP 1. 
d. Jika tidak ada pembayaran yang sesuai dengan ketentuan akad dari 10 
hari setelah terbit SP 2 maka pihak penjual berhak meminta pihak 
pembeli menandatangani SP ketidaksanggupan mengangsur sisa 
hutang dan dianggap telah terjadi kegagalan pembayaran hutang atau 
tunggakan maka pihak penjual akan mengeluarka SP 3 dan prosesnya 
akan dilakukan sesuai yang tertuang di pasal 5 poin f 1). 
e. Pembeli dan penjual telah menyepakati bahwa dalam hal pembeli tetap 
tidak mampu membayar maka penyelesainya akan dilakukan sesuai 
ketentuan pasal 5. 
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f. Adapun aturan teknis secara lengkap terkait penangguhan pembayaran 
dan atau cacat akad yang dilakukan pembeli maka telah diatur terpisah 
dalam peraturan Green Andalusia Residence. 
g. Jika unit rumah akan dijual kemudian hari maka konsumen wajib 
menjualnya kapada sesama muslim. 
Pasal 6 
Jaminan 
1. Dalam transaksi jual beli Istis}na>’ secara kredit atas rumah tinggal ini, 
pembeli dan penjual telah menyepakati bahwa: 
a. Pembeli bersedia memberikan jaminan personal kepada penjual. 
b. Sebelum ada jaminan pengganti atas transaksi tersebut maka sertifikat 
rumah yang menjadi objek transaksi tersebut akan dititipkan kepada 
pihak ketiga dan dipasangkan hak tanggungan, sehingga ketika rumah 
tersebut dijual harus sepengetahuan penjual. 
c. Kesepakatan atas hal ini akan dibuatkan dalam dokumen tersendiri 
yang memiliki kekuatan hukum yang sama (notaril). 
Pasal 7 
Penyerahan Rumah Tinggal 
1. Penerima pesanan sebagai penjual (ash-s}ani’) wajib menyerahkan rumah 
tinggal kepada pemesan sebagai pembeli (al-mus|ani’) sesuai spesifikasi 
yang tercantum dalam Istis}na>’, secepat-cepatnya angsuran ke 24 setelah 
akad atau selambat-lambatnya angsuran ke 30 setelah akad. 
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2. Apabila dalam waktu 14 hari sejak jadwal serah terima tanah dan 
bangunan pihak pertama (pembeli) tidak bersedia menerima penyerahan 
tersebut atau tidak hadir maka pihak pertama (pembeli) tetap dianggap 
telah menerima dengan baik tanah dan bangunan dalan kondisi layak 
untuk dihuni dan pembayaran tagihan biaya lingkungan, rekening listrik 
dan rekening air sudah menjadi kewajiban pihak pertama. 
Pasal 8 
Ganti Rugi 
1. Setelah akad ini disepakati, kedua pihak baik pembeli maupun penjual 
tidak boleh membatalkan akad, baik barang belum dibuat, sedang dibuat, 
ataupun sudah dibuat. 
2. Jika terjadi dharar yakni kerugian finansial pada salah satu pihak maka 
pihak yang dirugikan boleh menuntut ganti rugi. 
3. Besarnya kerugian dan ganti rugi ditetapkan melalui kesepakatan diantara 
pembeli dan penjual. 
4. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan besarnya kerugian dan ganti rugi, 
maka penentuan kerugian dan ganti rugi tersebut dipercayakan kepada 
pihak ketiga yang disepakati oleh pembeli dan penjual. 
Pasal 9 
Penyelesaian Perselisihan 
1. Dalam hal terjadi perselisihan (perselisihan terjadi karena ada hal-hal yang 
tidak tercantum dalam akad ini) dimulai dari pelaksanaan akad jual beli 
Istis}na>’ ini hingga selesai seluruh kewajiban kedua pihak baik pembeli 
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atau penjual, maka kedua pihak telah menyepakati untuk menyelesaikan 
perselisihan itu secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat 
dengan tetap mengacu kepada ketentuan hukum syara’. 
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat dan penyelesaian, kedua pihak 
menyepakati untuk menunjuk pihak ketiga yaitu ulama. 
Pasal 10 
Masa Pemeliharaan 
1. Masa pemeliharaan atas rumah tinggal yang diperjualbelikan adalah 30 
hari setelah serah terima bangunan. 
2. Yang termasuk objek pemeliharaan adalah kerusakan-kerusakan yang 
muncul karena kualitas bangunan kurang baik, bukan karena unsur 
kesengajaan pemilik rumah dan juga bukan karena force major seperti 
kebakaran, bencana alam dan huru-hara. 
3. Kerusakan-kerusakan yang terjadi setelah masa pemeliharaan tersebut 
bukan menjadi tanggung jawab penjual walaupun masa angsuran masih 
berlangsung. 
Pasal 11 
Lain-lain 
1. Pihak penjual menjamin sepenuhnya bahwa tanah yang dijual adalah milik 
sah secara hukum syara’ atau bebas dari sitaan, tidak tersangkut dalam 
suatu perkara atau sengketa, tidak sedang atau dijual kepada orang atau 
pihak lain. 
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2. Akad ini dibuat oleh pembeli dan penjual dalam keadaan sadar tanpa 
tekanan pihak manapun. 
3. Dokumen ini dibuat dalam dua rangkap yang memiliki kekuatan hukum 
yang sama. Masing-masing salinan dipegang oleh pembeli dan penjual. 
4. Konsumen atau penghuni wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan 
ajaran Islam di lingkungan umum (fasilitas umum). 
5. Konsumen atau penghuni wajib membantu mengoptimalkan program dan 
fasilitas yang diberikan kepada para penghuni supaya bisa sama-sama 
menuju generasi emas berakhlakul karimah. 
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BAB IV 
ANALISIS DATA 
 
A. Implementasi Akad Istis}na>’ di Green Andalusia Residence 
 
       Pada dasarnya penerapan sistem akad Istis}na>’ di Green Andalusia 
Residence ini mengikuti perbuatan Rasul SAW yang dimana dahulu beliau 
pernah memesan untuk dibuatkan cincin dan bangku, persetujuan Rasulullah 
SAW atas praktek Istis}na>’ yang dilakukan oleh para sahabat dan ijma’ 
sahabat merupakan salah satu bentuk jual beli yang hukumnya diperbolehkan. 
Sebagai jual beli, terhadap Istis}na>’ berlaku pula hukum-hukum jual beli yang 
secara umum disertai dengan ketentuan-ketentuan khusus tentangnya. 
Sehingga dapat dinyatakan sah apabila penggunaan akad Istis}na>’ ini 
memenuhi rukun dan syaratnya. Dan jika akad Istis}na>’ ini telah sempurna, 
maka akad tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak. 
       Pembiayaan akad Istis}na>’ di Green Andalusia Residence mewajibkan 
setiap konsumennya untuk bertatap muka secara langsung guna mengisi 
formulir serta membayar uang muka dengan tujuan konsumen tersebut telah 
menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan di Green Andalusia 
Residence untuk melakukan transaksi. Dan selanjutnya konsumen membayar 
angsuran setiap bulannya apabila konsumen menginginkan rumah tinggal 
dengan sistem kredit, pembayarannya sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan di Green Andalusia Residence saat pembacaan akad. 
       Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pembeli tidak 
dikenakan denda, namun pembeli berkewajiban menyampaikan kepada 
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penjual alasan keterlambatannya dalam pembayaran angsuran. Jika 
keterlambatan tersebut berlangsung 3 bulan berturut-turut lamanya, penjual 
berhak menuntut eksekusi agunan atas inisiatif sendiri menjual rumah yang 
dimilikinya. Prosesnya pihak penjual memberikan Surat Peringatan (SP) 1 
saat keterlambatan di bulan kedua dan Surat Peringatan (SP) 2 yang akan 
diberikan 14 hari kalender. Dan apabila terjadi pembatalan akad khusus untuk 
angsuran maka uang muka dengan sendirinya akan menjadi milik penjual 
sebagai ganti rugi pembatalan akad apabila dalam waktu 10 hari kalender 
tidak ada pembayaran pertama angsuran sejak jatuh tempo sesuai dengan 
yang tertuang di dalam akad.  
       Dalam hal pembeli tidak mampu menjual rumahnya dalam tempo 1 bulan 
dimulai sejak Surat Peringatan (SP) 3, maka penjual boleh membantu 
menjualkan rumah tersebut. Dalam hal terdapat kelebihan hasil penjualan 
setelah pembayaran hutang, dikembalikan kepada pembeli. Jika terdapat 
kekurangan dalam hasil penjualan tetap menjadi tanggungan pembeli. 
       Penyerahan rumah tinggal sesuai spesifikasi dalam Istis}na>’ secepat-
cepatnya angsuran ke 24 setelah akad atau selambat-lambatnya angsuran ke 
30 setelah akad. Jika pembayaran dilakukan secara lunas cash maka 
penyerahannya secepat-cepatnya 8 bulan. Terdapat pula masa pemeliharaan 
rumah tinggal terhitung sejak 30 hari setelah masa penyerahan. Objek 
pemeliharaannya berupa kerusakan-kerusakan karena kualitas bangunan yang 
kurang baik bukan karena adanya unsur kesengajaan dan bukan pula karena 
force major seperti kebakaran, bencana alam dan huru-hara. 
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       Dan apabila terdapat kerugian finansial pada salah satu pihak yang 
dirugikan boleh menuntut ganti rugi. Dalam hal terjadi perselisihan yang 
disebabkan hal-hal yang tidak tercantum di dalam akad, kedua belah pihak 
menyelesaikan perselisihan tersebut secara kekeluargaan melalui musyawarah 
dan mufakat dengan tetap mengacu ketentuan hukum syara’. Dalam hal tidak 
tercapai mufakat serta penyelesaiannya, kedua belah pihak harus menunjuk 
pihak ketiga yaitu ulama untuk menyelesaikan perselisahan yang terjadi. 
       Praktik dalam pembiayaan akad Istis}na>’ di Green Andalusia Residence 
Solo Baru ini terdapat kesenjangan terhadap harga jual jika konsumen 
melakukan transaksi pembiayaan dengan cara kredit atau berangsur. Seperti 
terlihat jelas di dalam lampiran 3 bahwa Bapak Joko Siswanto memesan unit 
A-7 dengan type 55/73 dengan cara pembayaran kredit atau berangsur 
dengan jangka waktu 5 tahun serta membayar uang muka sebesar 5,000,000 
dan angsuran bulanan 12,090,000. Lampiran 5 terlihat jelas bahwa unit A-7 
dengan type 55/73 seharga 725,000,000. Dari hasil wawancara dengan Bapak 
Joko Siswanto menyebutkan bahwa dari hasil transaksi tersebut Bapak Joko 
Siswanto membayar uang muka 5,000,000 hanya sebagai tanda jadi dan itu 
tidak termasuk harga unit tersebut. Padahal jika pembayaran diangsur 
selama 5 tahun dengan biaya 12,090,000 × 60 = 7,254,000,000 dan itupun 
belum termasuk biaya yang sudah dikeluarkan di awal yaitu sebesar 
5,000,000.  
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B. Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Istis}na>’ 
 
1. Ketentuan Terkait Akad 
 
       Green Andalusia Residence Solo Baru dengan tegas dan jelas 
menyatakan kepada pihak pembeli dan penjual, bahwa setiap konsumen 
yang akan bertransaksi harus meluangkan waktunya guna bertemu dengan 
salah satu developer di kantor pemasaran Green Andalusia Residence Solo 
baru. Ketika konsumen bertemu dengan developer maka pihak developer 
(penjual) akan menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai syarat dan 
akad yang digunakan. Setelah konsumen telah paham mengenai penjelasan 
tersebut serta menyetujuinya, maka developer memberikan formulir yang 
harus diisi oleh konsumen untuk dijadikan syarat bahwasanya konsumen 
atau pihak pembeli telah bersepakat untuk bertransaksi. 
       Konsumen atau produsen tidak boleh membatalkan secara sepihak 
akad tersebut kecuali atas persetujuan yang lain. Oleh sebab itu, jika 
pesanan itu sesuai dengan syarat yang diminta, maka pihak pemesan atau 
konsumen tidak bisa membatalkan transaksi. Di sisi lain pihak produsen 
berkewajiban menyelesaikan pesanan tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang 
diminta konsumen. Oleh sebab itu, jika terjadi pembatalan akad yang 
dirugikan adalah pihak pemesan. 
2. Ketentuan Terkait Para Pihak 
 
       Pada umumnya konsumen yang sudah berakad di Green Andalusia 
Residence Solo Baru adalah konsumen yang tidak berbadan hukum karena 
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tujuan mereka yaitu ingin mencari tempat tinggal. Seperti perjanjian 
kesepakatan jual beli yang telah dituangkan dalam format akad jual beli 
Istis}na>’ dan harus dijalankan mengikuti kaidah hukum-hukum syariat 
Islam.  
       Konsumen berhak meminta ganti rugi, yaitu meminta kembali uang 
yang telah dibayarkannya apabila barang yang dipesan itu tidak sesuai 
dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang dipesannya. Jumhur ulama 
juga mengatakan bahwa karena akad Istis}na>’ ini mirip dengan akad salam, 
maka hak khiyar (opsi) tidak ada bagi konsumen, karena dengan adanya 
hak khiyar akan membuat akad ini menjadi batal, kecuali barang yang 
dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri yang diminta. 
       Seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli 
Istis}na>’: 
MEMUTUSKAN 
Pertama: Ketentuan tentang Pembayaran 
1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, 
atau manfaat. 
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. 
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 
Kedua: Ketentuan tentang Barang 
1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. 
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. 
3. Penyerahannya dilakukan kemudian. 
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4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan. 
5. Pembeli (mus|ani’) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. 
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai 
kesepakatan. 
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, 
pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau 
membatalkan akad. 
Ketiga: Ketentuan Lain 
1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya 
mengikat. 
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas 
berlaku pula pada jual beli Istis}na>’. 
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 
       Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Akad Istis}na>’ yang terdapat di Green Andalusia Residence pada umumnya 
tidak memiliki kesamaan seperti perusahaan properti lainnya yang 
biasanya kebanyakan menggunakan akad murabahah. Dimana akad 
murabahah itu sudah jelas barang yang diperjual belikan itu nampak 
wujudnya, berbeda dengan penggunaan akad Istis}na>’ dimana seorang 
pembeli harus memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan dengan 
membayar uang muka tanpa melihat jelas seperti apa wujud barangnya. 
Pembeli hanya melihat barang yang ingin dipesan melalui gambar atau 
desain dari seorang penjual. Bahkan pembeli juga harus menunggu dengan 
jangka waktu yang telah ditentukan. Biasanya seorang developer itu ingin 
menjual barangnya secara cepat tanpa menunggu waktu yang lama, dan 
pembeli pun kebanyakan ingin segera menggunakan barang yang 
dibelinya tanpa menunggu waktu. Hal ini terdapat perbedaan penggunaan 
akad Istis}na>’ yang tidak semua bisnis properti menggunakan akad tersebut. 
Serta terdapat pula perbedaan di dalam praktik akad tersebut seperti 
pemesanan pada unit A-7 type 55/73 dengan cara pembayaran kredit atau 
berangsur dengan jangka waktu 5 tahun serta membayar uang muka 
sebesar 5,000,000 dan angsuran bulanan 12,090,000. Lampiran 5 terlihat 
70 
 
 
 
jelas bahwa unit A-7  type 55/73 seharga 725,000,000. Padahal jika 
pembayaran diangsur selama 5 tahun dengan biaya 12,090,000 × 60 = 
7,254,000,000 dan itupun belum termasuk biaya yang sudah dikeluarkan 
di awal yaitu sebesar 5,000,000.  
2. Pelaksanaan akad Istis}na>’ di Green Andalusia Residence sudah sesuai 
dengan fatwa DSN-MUI NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli 
Istis}na’, meskipun belum terdapat properti ijin IMB. 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang dianjurkan penulis pada permasalahan yang 
disajikan dalam penyusunan skripsi ini, antara lain: 
1. Green Andalusia Residence Solo Baru dapat mengevaluasi dan memulai 
mencantumkan web resmi tentang perumahan tersebut agar konsumen 
lebih mengetahui atau mengenal adanya perumahan syariah di Green 
Andalusia Residence Solo Baru. Karena pada dasarnya mengikuti zaman 
yang modern seperti ini konsumen biasanya mencari tau informasi 
melalui media sosial. 
2. Green Andalusia Residence Solo Baru seharusnya mempertimbangkan 
kembali untuk memperluas jaringan untuk menambah nasabah guna 
menolong konsumen yang ingin segera menempati rumah tersebut tanpa 
menunggu waktu pembangunan. 
3. Green Andalusia Residence Solo Baru yang di dalamnya menggunakan 
praktik akad Istis}na’ seperti yang tertera di dalam perjanjian 
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pendahuluan jual beli No: 002/PPJB/GAR/XI/2018 Perumahan Green 
Andalusia Residence seharusnya terdapat properti ijin IMB. 
4. Seharusnya mendaftarkan dan membentuk DPS pada perusahaan properti 
di Green Andalusia Residence Solo Baru ini dikarenakan berlogo syariah 
agar nilai-nilai kesyariahannya bisa terkontrol dan terukur baik secara 
filosofis dan administratif. 
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Lampiran 1 
PERTANYAAN 
1. Apa yang menjadi dasar perumahan di Green Andalusia Residence Solo Baru 
ini dikatakan hunian Islami atau benar-benar syariah? 
Jawab: Secara skema pembiayaan seperti tanpa bank, tanpa bunga, tanpa 
denda, tanpa sita, tanpa Bi Checking, tanpa akad bathil, dan tanpa asuransi. 
2. Fasilitas apa saja yang disediakan di Green Andalusia Residence Solo Baru? 
Jawab: Rumah Tahfidz, kajian rutin, lingkungan Islami, taman pintar, 
CCTV, security 24 jam. 
3. Apakah perumahan di Green Andalusia Residence Solo Baru terdapat hak 
dan kewajiban antar pihak? 
Jawab: Hak konsumen adalah sebagai berikut: 
a. Mendapatkan pelayanan yang bagus. 
b. Konsumen diperbolehkan mendesain bagian dalam rumah tersebut 
tanpa mengganti desain bagian luar rumah. 
c. Konsumen diperbolehkan komplain jika rumah tidak sesuai dalam 
perjanjian. 
d. Konsumen diberikan garansi 1 bulan terhitung ketika rumah sudah 
ditempati. 
e. Konsumen diberikan keamanan lingkungan dan fasilitas lainnya yang 
berhubungan dengan kehidupan di sekitar perumahan. 
Kewajiban konsumen adalah sebagai berikut: Membayar cicilan rumah. 
4. Jika suatu hari terdapat permasalahan yang tidak di inginkan baik dari pihak 
penjual atau pembeli, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? 
Jawab: Secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat dengan tetap 
mengacu kepada ketentuan hukum syara’. 
5. Bagaimana proses atau mekanisme pelaksanaan akad atau permintaan 
permohonan pembeli yang akan membeli rumah di Green Andalusia 
Residence Solo Baru? 
 Jawab:  
a. WNI atau WNA Muslim. 
b. Edukasi terkait perumahan. 
c. Mengisi Formulir. 
d. Booking fee (Rp 1,000,000 – Rp 5,000,000). 
e. Melengkapi berkas-berkas 
1) Foto Copy KTP. 
2) Foto KK. 
3) Foto Surat Nikah (Jika ada). 
4) Foto Copy Rekening. 
5) Foto Copy Slip gaji terbaru (selambat-lambatnya 7 hari setelah booking 
fee). 
f. Proses verifikasi (maksimal 3 hari). 
g. Jika lolos atau Acc, uang booking fee menjadi bagian dari pembayaran 
unit rumah, jika tidak lolos uang booking fee dikembalikan 100% jika 
membatalkan sepihak (dari konsumen) maka uang booking fee hangus. 
h. Proses akad (dengan pembayaran DP atau Angsuran pertama). 
6. Apakah nasabah diperbolehkan membatalkan akad ditengah-tengah proses 
pembuatan rumah? 
Jawab: Tidak boleh. 
7. Apakah ada jangka waktu tertentu dalam proses pemenuhan pemesanan 
pembeli berapa lama? 
Jawab: Maksimal 2 tahun. 
8. Apakah ada jatuh tempo bagi pembeli dalam membayar cicilan rumah yang 
telah dibeli? 
Jawab: 1 bulan terhitung sejak pembayaran Angsuran pertama begitu 
seterusnya. 
9. Apakah ada sanksi dari atau denda jika pembeli telat membayar cicilan? 
Jawab: Tidak ada. 
10. Setelah akad jual beli pesanan mengikat, apakah diperbolehkan adanya tawar 
menawar kembali terhadap isi akad yang telah disepakati? 
Jawab: Tidak boleh. 
11. Apakah pihak pembeli boleh mengidentifikasi dan mendiskripsi barang yang 
dipesan sesuai permintaan pemesan? 
Jawab: Boleh, selama tidak merubah RAB. 
12. Apakah terdapat hak khiyar, yang mana jika objek pesanan tidak sesuai 
dengan spesifikasi maka pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan 
pesanan? 
Jawab: Ada SPK (Surat Perintah Kerja) sebelum pembangunan rumah. 
13. Bagaimana sejarah pembentukan perumahan Green Andalusia Residence 
Solo Baru? 
Jawab: Pada bulan April 2018 beberapa developer dan non developer 
mengikuti seminar camp bisnis properti syariah yang diadakan oleh DPS 
(Developer Properti Syariah) bertempat di hotel Lorin Syariah. Camp ini 
sendiri langsung di handle atau dibimbing oleh founder Ustadz M. Rosyid 
Aziz selaku penggagas properti syariah di Indonesia. Camp yang diadakan 
selama 3 hari ini merupakan workshop tentang ilmu properti syariah dari hal 
mencari lahan atau akuisisi lahan, membuat cash flow, penjualan (marketing), 
sampai kepada perencanaan dan pembangunan di kupas habis dalam kegiatan 
tersebut. 
Dari kegiatan workshop ini hadir 20 peserta yang terdiri dari peserta 
Solo Raya dan dari luar Solo Raya. Setelah mengikuti workshop 
mengerucut 12 orang yang berasal dari Solo Raya. Kemudian dari 12 
orang ini menjadi 1 tim untuk membuka project properti syariah. Setelah 2 
bulan berjalan akhirnya tim mendapatkan lahan dengan luas 2.325 m² yang 
siap untuk diakuisisi. Lahan tersebut berada di Dukuh Temulus RT 01 RW 
03 Kelurahan Pondok Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Pemilik 
lahan tersebut siap untuk diajak kerjasama mendirikan perumahan syariah. 
Pada tanggal 10 Juli 2018 tim berkumpul untuk memberikan nama 
project dan disepakati dengan nama project Green Andalusia Residence. 
Alasan nama tersebut adalah mengambil kota besar Islam yang dahulu 
pernah jaya dan menjadi peradaban Islam di Spanyol. Untuk nama 
“Green” yang berarti menggambarkan lingkungan yang sejuk, asri dan 
nyaman 
14. Bagaimana visi misi perumahan Green Andalusia Residence Solo Baru? 
Jawab: Visi 
Menciptakan properti berbasis syariah di kota Solo Raya. 
Misi: 
a. Membangun unit perumahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam 
dengan skema pembiayaan bebas dari riba, tanpa bank, tanpa bunga, 
tanpa sita, tanpa denda dan tanpa asuransi. 
b. Menghadirkan unit perumahan bernuansa Islami indah, nyaman, 
berkualitas, harga kompetitif dan lingkungan yang Islami. 
c. Membangun infrastruktur sarana dan prasarana pendukung kegiatan 
ibadah seperti rumah tahfidz (penghafal al-Qur’an) dan kajian rutin 
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Lampiran 2 
HASIL OBSERVASI 
Pada hari Selasa, 2 Oktober 2018 jam 09.00 WIB penulis meminta ijin 
perusahaan di Green Andalusia Residence Solo Baru untuk melakukan penelitian 
skripsi. Setelah diberikan ijin penelitian skripsi di Green Andalusia Residence 
Solo Baru pada hari Jum’at, 5 Oktober 2018 penulis diminta untuk menyerahkan 
proposal penelitian dan surat ijin penelitian dari IAIN Surakarta guna mempelajari 
terkait penelitian tersebut. 
Pada hari Sabtu, 13 Oktober 2018 jam 10.00 - 12.00 penulis melakukan 
wawancara yang pertama bersama dengan Bapak Didik Setyanto selaku Pimpinan 
Proges Green Andalusia Residence Solo Baru di kantor pemasaran tersebut. 
Selanjutnya pada hari Senin, 12 November 2018 penulis melakukan pengamatan 
secara langsung proses transaksi akad Istis}na>’ di kantor pemasaran Green 
Andalusia Residence Solo Baru bersama konsumen Bapak Joko Siswanto. 
Pada hari Sabtu, 19 Januari 2019 jam 13.30 – 15.00 WIB penulis 
melakukan wawancara yang kedua bersama Bapak Erlan Fathoni selaku Divisi 
HRD Green Andalusia Residence Solo Baru di kantor perwakafan Gumpang. Dan 
dilanjutkan dengan wawancara yang ketiga pada hari Jum’at, 1 Maret 2019 jam 
10.00 – 12.00 WIB bersama dengan Bapak Didik Setyanto selaku Pimpinan 
Proges Green Andalusia Residence Solo Baru di kantor pemasaran tersebut. 
Pada hari Rabu, 10 April 2019 jam 10.30 – 12.00 WIB dilanjutkan 
wawancara yang keempat bersama dengan Bapak Didik Setyanto selaku Pimpinan 
Proges Green Andalusia Residence Solo Baru di kantor pemasaran tersebut. 
Selanjutnya wawancara yang kelima pada hari Sabtu, 3 Agustus 2019 jam 14.00 – 
15.00 WIB. 
Dan yang terakhir hari Kamis, 22 Agustus 2019 jam 10.00 – 12.00 WIB 
penulis melakukan wawancara dengan konsumen Bapak Iwan Setyawan di 
Kartasura. 
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